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DPRD KABUPATEN KULON PROCO
DAERAH [STIMEWA YOGYAKARTA

FERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KULGN PROGD

NOMOR | TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DPED EARUFATEN KULGN PROGO,

.

bahwa Dewan Perwakilan Rakyal Dacrah (DPRED)
schagar  lembaga  perwakilan  rakyat  dalam
melaksanabkan amanah kedaulatan rakyvat, mcmiiiki
peran dan  tanggung  jawab untuk  mewnjudkan
efigiensi, efeltivitas, produkiivilas, serta akuntalbilitas
dalam penyelenggarasn pemncnintahan daerah, yang
dilalukan melalui pemenuhan hak, kewajiban, tugas,
wewenang, dan fungsi yvang melekat pada DFRD,
dengan berpedoman  pada ketentuan  peraturan
perundang-undangan vang berlalou;

bahwa Dewan Perwaldlan Rekyat Dacrah (DFRIY
boriugas  menampung  aspirasi masyarakat  yang
dinarmis  seiring  perubshan  pembangunan, serta
melaksanakan  tugas  dan fungsinya  dalam
memperuangkan kepentingan rakyat inelahui proses
pembentukan Perds, angparan dan pengawasan yang
dijalankan  secara  efektf dan  szesual  dengan
ketentusn  peraturan  perundang-undangan  vang
berlaku, guna memasiikan bahwa setiap kebijakan
daerah  mencerminkan  kebutuban dan  aspirasi
masyarakat secars herkesinambungan:
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bahws sesuai dengan  ketentuan perundang-
undangan vang berlaln:, diperlukan pembenfulan

peratiran  tata  tertib Dewan Perwakilan Ralgrat
Casrah untuk mengatiur den menegakkan mekanisme

kerfa =2erta  etike anggora DPRD agar  dapat
melakzanakan tugas dan wewenanginva secara efelstif,
efizsien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi
serta norma bkum vang berlakog

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimalesud dalam hwrut a, huaref b, dan haruf ¢, perla

menetapkan Perataran Dewsn Perwakilan Ralorar
Daerah tentarng Tata Tertib;

Undang-Undang Momaor 15 Tebun 1950 teniang
Pemmbenlukan Dacrah  Dasrzh  Kabupaten  dalam
Lingkungan Daerah istimewa Jogjakarta sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 1950 Repubbk Indonesia untuk
Penggabuungan Dacrah Daersh  Kabupaten FKulon
Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan
nama Kulon Progo (Lembaran Negara Repubhik
Indonesis Tahun 1951 Nomoer 101);

. Undang-Tmdang WNomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daergh (Lembaran Negara Republik
[ndoncsia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 5587
sehagaimama telabh diubab terakber dengan Undang-
Undang Noemor & Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undanpg-Undang
Nomor 2 Tahvn 2022 tentang Cipte EKega Menjadi
Undang-Undatgy {Letnbaran Negara Republik
Indonesia Talhhn 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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3. Peraturan Permnermilah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyvusunan Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Fakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan
Eota [Lembarasn Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, tambahan
Lembaraty Negara Republik Indonesia Tahun 2018
MNomor &197);

MEMUTUSKAN:

Menetaplian FPERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHR

TENTAN{ TATA TERTIB.

BaAB I
KETENTUAN UMUM

FPazal 1

Delam FPeraturan DPRTY ini vang dimalksud denwan:

1.

Dewan Perwaldlan Ralyat Dacrah vane selapjuinya disingliat DPRD
adalal lembags perwabilan ralvat dasrah vang berkedudukan sebaga
unsur penyelenggara Pemerintahan Dacrah,

Anggota DPRD yang selanjutnya discbut Anpeota adalah waldl ralgrat
vang telah bersumpah atau berjanji sesual  dengan  peraturan
perundanpundangan dan delam melaksanglan fugasnya sungguh
memperhatiban kepentingan raloyrat,

Freisi adalab pengelompokan Angoota berdasarkan konfreirasi partan
potitik hasil pemiliban o,

Alat Kelengkapan DPRD adaelah Alat Kelenglapan DPED Eabupaten
Kalon Progoe  yang terdiri dari pimpinan DPRID, badan musyawarah,
komisi, badan pembentukan peraturan daerah, hadan anggaran, badan
kehormatan dan Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk

oleh rapat paripurna.
Pimpinan DPRED adalah ketua DPED dan 2 jdusl wakil ketua DFED

Kabupaten Kulon Progo.
Pitnpinzan Sementaca adelah keitpa sementara DPRD darn wakil ketua
semnentars DPED Kabupaten Kulon Progo.
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Tenegsa Ahll atau Pakar adalah secrang yang mempunyal kemamplian
dalam diziplin iliou tertentu untuk membanta Alat Kelenglapan dalam
melaksanakan fungei serta lugas dan wewenang DPRD Kabupaten
Kulon Progo.

Tenage Ahli Fraksi sdalab seorang vang mempunyal kemampusan
untuk membantu kelancaran tugas pokok dan fungsi Fraksi.

Staf Fraksi adalah scorang yvang membanta melaksanalian adminaitrasai
Fralal

Maza Persidangsn adalah masa sidang dan masa reses.

Masa Sidang =adalah  walkta kegiatan Anggota DPRD untuk
melaksanakan rapat-rapat yang dilakukan di dalam maupun di luar
gedung DPRD Kabupaten Kulon Progo dan Kegiatan kamyungan kerga,
Masa Reses adalah walthy kegiatan Anggota DPRED di lnar Masa Sidang
untik mengimjung daecrah pemilihan Angoota vang bersanglkutan
TUNE MENVETARp aspirasi masyvarakat.

Peraturan Daerah vang selanjutnys disebut Perda adalah peratiran
perundanp-undangan yang dibenituk olelh DPED dengan perselijuan
bersama Bupati.

Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjuinya disingkat AFPBD
adalah rencana keuangan tahunan pemenntah dacrah yang ditetapkan
dengan peraturan dacrah.

Kchijalkan Umum APED yang sclanguimya disingkat EUA adalah
dokumen wyang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pemblayaan scrta asumsl yang mendasannya untuk penicde 1 (zatu)
tahun.

Pricritas dan Plafon Angparan Sementara yang sclanjutnyz disingkat
PPAS adalah program Priomtas dan patokan batas maksimal anggaran
vang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran sainan kerja
Ferangkat Daerah.

Laporan Keteramngan Pertanggungjawaban Bupat kepada DPRD yang
selanjutnye diselwt LKPJ adalah laporan vang Dberupa indormasi
peoyelenggarasan pemenntaban daerah selama 1 [satu) tahnn anggaran
atau akbir masa jabatan yvang disampaikan oleh Bupati kepada DPFRD.
Pergturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan
DFRD melalui rapat paripurna.
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1%, HKode Eik DFRLD yang selanjutnya disebut Kede Etik zdzalah norma
vang wajib dipaiuhi oleh setinp Angpota DPRD selama menfalankan
tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas
DPRD.

20, Hari adalah Hari kerja.

21. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRED Kabupaten
Eulon Progo.

3. Komisi adalah Komisi DPRD Kabupalen Kulon Progo.

23. Badan Pembentukat Peraturan Daerah yeng selanjuinya discbut
Eapemperda adalah Bapemperda DPRD Kabupaten Kulon Progo.

24. Badan Anggaran adalah Badan Angearan DPRD Kabupaten Kulon
Progo.

25. Badan Echormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kulon
Progo.

26. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus DPRD Eabupaten Kulon Progo.

27, Bekretariat DPRP adalab unsur pendukung DPRD yang dipirnpin oleh
seorang sckretaria DPRD berasal dari aparatur sipil negars.,

28. Badan Pemeriksa Keuangan, selanjuinya disingkat BPK, adalah
lembaga negara wang bertuga: memeriksa  pengelolaan  dan
perianggungjawaban keuangan negars sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19435,

20, Pengadilan Negeri adalah Pengadilen Negen Wates.

30, Mentern adalah Menteri Dalam Negeri

31, Gubernur adalah Gubernur Dacrah Istimews Yogyakarta,

32. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

23. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kulon Progo.

34. Daerah adalah KEabupalets Kulon Progo.

BAB I
SUSUNAN DAN EEDUDUEAN DFRD

Pasa) 2
DPFRD terdiri atas Anggeta partai politik peserfa pemifiban umum yvang
dipilih melalha pemihban amum.

Pasal 3
(I] DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyclenggara Pemerintahan Daerah.
2] Angpota DPRD adalab pejabat Daerah,
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BAE (I
FUNGSEI, TUGAS DAN WEWENANG DFRD

Bagian Kesatul
Fungs
Paragraf 1

Umum

Pasal 4
DFED mempunyai fungsi:
a. lungs1 pembentukan perda;
b, fungsi anggaran; dan
. fungal pengawasan.
Ketiga fungsi schagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam
keranglka representasi rakyat di Daerah.
Dalam rangka melaksanaken funesi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), DPRD dapat melaksanalian sosialisasi serta menjaring aspirasi
masyarakat.

Parapral 2
Fungsi Pembentulkan Perda

Pasal &

Fungsi pembentindkan Perda sehagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huraf a dilaksanakan dengan cara:

a.
k.

(1)

]

meryusun program pembeniukan Perda bersama Bupad;

membahas rancangan Perda bersama Bupati dan menyehyjui atau tidak
menyetujul rancangsn Perda; dan

mengajukan vusul rancangan Perda.

Pasal &
Program pembentukan Perda ditelaplkan untuk jangla waktu 1 [saty)
tabun berdasarkan skails priorites pembentukan cancangan Perda,
Frogram pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan
antara DPRD dan Bupah.
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Rancangan program pembeninkan Perda sebelum ditetapkan harus
dikonasultasikan kepada Gubermur melalui Perangkat Daerah vang
menyvelenggarakan wusan pemerintaban di bidang bulim paling
lambat sebelum pengajuan permchonan evaluasi rancangan Perde
APED.

Fropram pembentukan Perda ditetapkan dengan Keputusan DIFRD
dalam rapat pariputie

Propram pembentukan Perda dapat dilakukan perubaban apabila
diperlukan seguai ketentnan peraturan perundangundangen vang
berlalu  dan  harus  dikonsultasikan kepada Gubernur melalui
Perangkat Daerah yang menyelenggaraltan urusan pemerintahan di
bidang hukum.

Pasal v
Rancangan Perda dapei berasal dari DPRD atan Bupati.
Fancengan Perda vang berasal dan DPRD ataw Bupati diserta
penjelasan atau keterangan dan/ateu naskah akademik.
Rancangan Perda digjukan berdasarkan program pembentukan Perda
atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Fasal &
Rancangan Perde yvang berasal dari DPRD dapat diajukan olch Anggota
DFRDy, komisi, gabungan komisi, atan  Bapemperda  yang
dikoordinasilean oleh Bapemperda.
Rancangan Perda yang digjukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan
loomisi, atay Bapemperda disampaikan secara terbulis kepada Pimrinan
DFRD disertal dengan penjelasan atau keterangan danfarau nsaskah
akademik.
Penjelasan dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pads ayat (2]
memial:
a. pokok pilkdran dan materi muatan yang diatur;
b, dafiar nama; dan
¢. tanda tangan pengusnl
Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD  kepada
Bapemperda wulk dilalmkan pengkajian,
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Hzsil pengkajian sebagaimana dimaksud pada avat (4) disampaikan

kepada kementerian atau lembaga vang menvelenggaralan urusan di

bidang pembentukan peraturan perundang-undsangan untuk dilakukan

pengharmomsasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda,

Bupemperda menyampaikan Raperda vyang  telab dilakukan

pengharmonisasian, pemblatan, dan pomantapan konsepat kepada

Pimpinan DPRD.

Pimpinan DPFRD menyampaikan Raperda vyang teiah dilakukan

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada

sermniy Anggota DPFRD paling lama 7 {ojubh) Har sebelum  rapat

paripurna.

Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan

pemanlapan konsepsi sebagaimena  dimaksud pada avat (5

dizampaikan oleh Pimmpinan DPRD dalam rapat pariparna.

Dalam rapat paripurna scbagaimana dimaksud pada ayat [8)

a. pengusul memberikan penjelasan;

b. Fraksi dan Angpota DPRD [zinnya memberikan pandangan; dan

¢, pengusul memberikan jaweben atas pandangan Fraksi dan
Angeota DPEL Iainirya.

Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:

a. persetiljulan;

b. persctujuan dengan pengubahan; ataw

¢, penclalcan.

Dalam hal persetujuan dengen pempgubsahan scbagaimana dimalksud

pada ayat 10 huruf b, Fimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan

komisi, Bapemperda atau panitia khusus untuk menyempumakan

rancangan Perda.

Penvempurnaan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (11)

disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD.

Pimpinan DPRD menyampaikan Raperda yang telah disempurnakan

schagaimana dimaksud pada ayvat 11 dengan surat pengantar kepada

Bupati uninit dilakukan pembahasan.

Pagal ©

Apabala dulam 1 [satu) masz sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan
rancangan PFerda mengenal materi yang same, yang dibahas adalgh
rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yvang
disampaikan olch Bupati digunalkan schagai bahan untuk dipersandingkean,
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Paaal 10

Ranecangan Perda yang berasal darn DFRD atan Bupati dibahas oleh

DPRD dan Bupat unhik mendapatkan persetijuan bersama.
Pembahasan rancangan Perda dilaloukan melalui pembicaraan tingloat T

dan pembicaraan tinglat 11.
Pembicaraan tingkat I melipub kegiatan:

a.

dalam hsl rancangan Perde berasal dari Bupati:

1. pengelasan Bupan dalam rapal paripuirna mengenal rancangan
Perde;

2 pendangan unyam Fralks terhadap rancangan Perda; dan

3. tanggapan danfatan jawaban Bupatl terhadap pandangan
unmum Fraksi.

L. dalam hal rancangan Perda berazal dari DPRD:

l. penjelasan Fimpinen komisi, Pimpinan gabungan lomis,
Pimpinan Bapemperda, atau Pimpinen Panitia Khusus dalam
rapat paripurna mengenai rancangan Perda;

2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan

3. tanggapan dan/atan jawaban Frakst terhadap pendaper Bupati

pembahasan datarm rapat komis:, gabungan komisi, atav Panitia

Khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati ateu pejabat vang

ditunjuk untuk mewalali.

penvampaian pendapat  akhicr Fralkisi dilalokan  pada  akhir

pembahasan antara DPRD dan Bupati etau pejabat vang ditunjuk

Pembicaraan tingkat II meliputi kegmatan:

a.

pengambilan keputusan dalam rapat paripurna vang didahudei

dengan:

1. penyamparan laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat
Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat T olebh Pimpinan komisi,
Pimpinan gabinpan komisi, atau Pimpinan panitia khusus;

2. permintaan persetujuan secara hisan Pimpinan rapat kepada
Angeola dalam rapat paripurna; dan

3. pendapat alchir Bupati.

dalam hal persetujuan sebagaimana ditnaksud pada hurof 8 angka

2 tidak dapat dicapai secara musyawarab untulk mufalat,

kepuinisan diambil berdasarkan suara terbanyal,
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c. dalam hal rancangan Perda bdak mendapat persetujuan bersama

antara DPRD dan Bupatl, rancangan Perds tersebut tidak dapeat
diajukan lagi dalam persidangan DPRD Masa Sidang itu.

Paszal 11
Rancangan Perda dapat ditarik kermbali sebelum dibahas bersama oleh
DPRD dan Bupat.
Penarikan kembali rancangan Perda olehh DFRD dilakukan dengan
keputusan Pimnpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan,
Penarikan kembali rancengan Perda oleh Bupati disampaikan dengan
surat Bupati disertal alasan penarikan,.
Kancangan Perds yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali
berdasarkan persstujuan bersama DPRD dan Bupati.
Penarikan kembazli rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam
rapat paripurna yang dihadin oleh Bupati.
Rancangan Perda yvang ditarik kembali tidak dapet digjukan lagi pads
Maza Sidang yang sama.

Pasal 12
Rancangan Perda yang telah disetayo bersama oleh DFED dan Buparl
disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi
Perda.
Penvampaan rancangan Perda schagaamana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangks waktu paling lama 7 {tujuh) Hari terhitung
sejalt tanggal persetujuan bersamsa.

Pazal 13

Rancangan Perda tentang Rencana Pembunpunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pemmbatngminan Jangka Menengah Daerah, APBD,
perubahan APELD, pertunggpungawaban pelaksanaan APBD, pajak
Daerah, retribusi Daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan
induatri kabupaten, pembentukan, penghapusan, penggabungan,
dan/atau  perubshan  states Kalurshan menjadi kelurahsn  atay
kelurahan menjadi Kalurahan yang telah disetujui bersams oleh DPRD
dan Bupati dalam rapat paripurna dapar diundengkan eetelah
dilakbukan ewvaliasi oleh Gubermuar sebagai wakil Pemerintah Pusat
scsual Kewenangannya,
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Fasilitasi terhadap mancangan Perda sebagaimana dimeaksud pada ayvat
1} tidek diberlakukan terhadap rancangan Perda vang dilakukan
evaluesi Gubernur sebagai  wekil Pemerintah Pusat  sesuai

kewenangannya.

Pasal 14

Dalam hal hasil evaluasi Gubernir sebagai waldl Pemerintah Pusat
atas rancangan Perda tentang APBD, perubalian AFPBD, dan
pertanggungjawaban pclaksanaan  APETY, memerintabkan untak
dilalnzkan penyempurmaan, rancangan Perda disempurnakan oleh
Bupati bersama dengan DPRD melalu: Badan Anggaran,

Hasil penyempurmnaan rencangan Perda sebagaimana dimaksud pada
ayrat [1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPFRD.

Keputusan Pimpinan DPFED sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
imenjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perukbahan APBD, dan
perianggungiawabun pelakasoaan APBD oleh Bupati.

Pasal 15
Dalam pembentitkan Pecda DPRLE nelibalkan perancangy peratiiran
perundang-undangan dan parlisipasi masyaraiar.
Perancang peraluran  perandang-uyndangan sebagaimana  dimalosied
pada syat (1) dilibatkan sebagt Anggota Tim Penyusun Perda,
Partigipasi masyarakat sebagaimana dizebut pada avat (1) dapat
dilaksanalan melahu:
8. rapat dengar pendapat;
b. sosialisasi rancangan perda;
c. jaring aspirasi masyvarakat; dan/fatan
d. bentuk kepiatan lainnya,
Parlisipasi sebageimana dimaksnd pada ayat (3} melibatlean:
OTEANISAS] masyarakst;
lembaga Masyarakat;
kelompok profesi;, danfatan
tokoh masyarakat.
Dalam pembentokan Perda sebagamana dimmaksud dalam avat (1)
dapat mengilutsertakan analisis hukum sesuai dengan kebubuhan.,

v

o
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Faragraf 3
Fungsi AngeHras

Pasal 16
Fungsl anggaran schagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) burf b
divrujudkan dalam bentuk pembahasean untuk persehyjuan bersama
terhadap rancangan Perda teniang APBED yang diajukan oieh Bupat.
Fungsi anggaran dilaksanskan dengan cara:
. membahas Kebijakan Umum AFED dan Proritas dan Blafon
Anpparan Bementara yanp disusun oleh Bupati berdasarkan

rencena kerja Pemerintah Diaerah;
k. membahas rancangan Perda tentang APBD;

¢, membahas rancangan Perda tentang perubahan APED;

membahae rancangan  Perda tentang pertangmungjawaban
pelaksanaan APBD; dan

c. membabhss laporan realisas) =emester pertama AFPBED dan
prognosis uniink © {emam| bular benkuinya sebagzi dasar
perubahan APBD,

Paszal 17
Pembahasan KUA dan PPAS dilaksanakan clch DIEPRD dan Bupati
setclah Bupati menysmpeaikan Eebijakan Umum APED dan Prioritas
dan Plafon Angparan Sementara disertal dengan doktumen pendulkung,
Penyvampaian KUA dan PPAS oleh Bupafi dileksanakan melalui rapat
PATIpUIDA.
Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan clch badan anggaran DPRD
dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepalati menjadi KUA.
KUA menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD bersama Hm anggaran
Pemerintah Daerah untak membahas rancangan PPAS.
Badan anggaran melakukan konsultast dengan komisi untuk
mempercleh masukan terhadap progratmn dan kegiatan veng ada dalam
rancangan FPAS.
Pembahasan rancangan KUA, rancanpan PPAS, dan konsultasi dengan
komisi dilaksanalan melah rapatl DPRD.
EUA dan PPAS yang telah mendapat persetujuen  bersama
ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD  dalam  rapat

PATipUILA
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Ketentuan mengenai pembahasan rancangan KUA dan PPAS berlalmg
secara mutats mutandis terhadap pembahasan rancangsn KDA dan
PPAS perubahan,

Pasal 18
Pembahagan rancangsn Perda tentang APBD dilakaanakan oleh DPRD
den Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang
AFED beserta penjelasan dan dekumen pendukung sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan rancangen Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama
DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah,
KUA, dan PPAS untuk mendapat persctujuan bersama,
Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebegatmhana ditnaksud
pada ayat (3) dilaksanalkan oleh badan anggaran DPRD dan tim
anggaran Pemerintah Daerah.
Dolumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat {1} solorrang-
kurangnya meliputi:
Rencana Ketja Pemerintah Daerah
Kebijakan Umum APBD;
Frioritas dan Flafon Anggaran Scmentara

a noo R

Fancangan Peraturan Bupat tentang penjabaran APBD,

Pa=al 19

Ketentuan mengenai pembahaszan  rancangan  Perde tentang  APBD
schagimana dimaksud dalam Pasal 13 herlalu secars mutatis mutandis
terhadap pembahasan rancangan Perda tenlang perubahan APBDD.

(L)

1Z)

(3]

Pasal 20

Badan Anggaran membahas rancangan Perda  tentang
pertanggrungjawaban pelakeanaan APBD sebupaimana dimaksvud dalzim
Fazal 16 ayat (2] huruf d.

Eancangsn Perda sebagaimana dimaksud pada ayat {1) disampaikan
cleh Bupat dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa
oleh BPE.

Laporan keuangsn sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
melipili:
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laporan tealisasl anpgararn;

laporan pernbahan salde anggaran lebih;
neraca;

laporan operasional;

laporan arus kas,

meoRop Do

lapwran peribalan ekuanasg; dan

calatsan atas laporan keuangan.

(4] <Catatan atas laporan kevangan sebagaimana dimeksud pads ayat (2)
huraf ¢ haras dilampiti dengan ikhtisar laporan keuvangan badan
ussha milikk daerah,

(%) Pembahasan rancangan Perda fentang  pertangeunpjawahan
pelalktganaan APBD dilaksanekatnn sesuai dengan ketembtian  dalam
Pazal 10,

Paszal 21
Jadwal pembahessn dan rapat parviporna KUA, PPAS, rancangan Perds
tentang APBD, rancangan Perda tentang perubaban APBD, dan rancangan
Perda tenlang pertangsungiawaban Pelaksanaan APBD ditctapkan oleh
Badan Musyvawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatlnr mengenal pengelolasn kenanean daerah.

Paragraf 4
Fungsi Poneawazan

Pazal 22
1) Fungsi pengawasan ecbagaimans dimaksud dalam Pesal 4 ayat (1)
huruf ¢ diwujudlien dalam bentuk pengawasan terhadap:
a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupat;
b, peleksanaan peraturan perandang-undangan  lain yang  terkait
dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
¢, pelaksanaan tundak lanfut hasil pemerilksaan laporan kenangan oleh
BPE.
{2} Pengawasan sebagaimana dimaksud pada agyat {1] dapat dilaksanakan
melaliti
a. rapat kerja kormisi dengan Pemerintah Daerah,
b. kegiatan kunjungan kerja;
¢, rapat dengar pendapat umum; dan
d. pengaduan masyarakat,
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(3} Fungsi pengawasan scbagaimana dimaksud pada gyat (1) huruf a dan
huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui Kegiaten evaluasi
terhadap efekiivitas pelaksanasn Perda, Peraturan Bupati, dan
pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.

{4) Dalarn hal menjalankan fungsi pengawasan sehagaimans dimaksud pada
ayat (3), atas usul Anggota DPRD yang duduk sebugsi Bapemperda dapat
mengusulitan kepada Pimpinan DPRD uniuk membentuk Panitia Khusus
atau menugaskan secarg persectangan untuk meminta mesukan dengan
melibatkan partisipesi masyvarakat atas pelaksanaan Perda.

{5 Bapemperda bersama seluruh Anggota DPRD melalmbkan pengkajian
ichih lanjut terhedep masukan masyarakal sebagaimana dimaksud pada
ayat {4).

(0) Hasil pengkajian sebegaimana dimaksud pada ayat (5] disampaikan
kepada Fimpinan DPRD untuk disusun menjadi Kepulusan DPRD
tentang rekomendasi atas evaluasi Perda.

i7) DPED berdasarkan keputisan rapat paripirta dapat meminta klarifikasi
atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada BPE.

(8) Permintaan klarifikasi scbagaimana dimaksud pada ayat (7} disampaikan
melalui surat Pimpinan DPRD kepadas GPE.

Pagal 232

Dalam melaksanalen fangsi peogawasan, DPRD  dapat memberilkan

rekomendasi terhadap LEPJ Bupati yatig bertujuan untuk meningkatkan

choiensi, efektvitas, produkrivitas, dan aluntabililas  penyelengparasn
pemerintahan Daergh, dengan tata cara sehagai Derilout:

a. LKPJ Bupati disampaikan dalam Rapat Paripurna;

h. LKPJ sebagaimana dimaksud pada huruf a dibahas oleh DPRD secara
internal denpan membentizk Panitia khusus;

¢. Panitia Khusus melaksanakan pembahasan paling lambat 30 Hari scjak
diterimanya LKPJ schagaimana huraf a;

d. Hasil pembahaszan Panitia Khusus disampaikan dalam repat paripurna
mternal kepada Pmmpinan dan Anggota DPRD ontuk mendapatlan
pereehujuan menjadi pendapat DFRL;

€. Fraksi memberikan pendapatoya yang  disampaikan  dalam rapat
paripuina internal nntuk menyetujul hasil pembahasan Panitia Khusus
menjadi keputusan DPRD:



f.

2.

-6 -

Pendapat DFRD dituangkan dalam  EKeputusan DPRD sebagad
relkkomendas) kepada Bupati; dan

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, atas pertmbangan
Pimpinan rapat dapat dibacaltan tidak secarse utuh daelam Rapat
Pariparna.

Bagman Kedua
Tugas dan Wewenang

Pazal 24

DPRLD mempunya Dlgas dan wewenang:

a.
b.

(1]

membentul Perda bersama Bupati;
mermbahas dan memberikan persctuyjuan rancatgan Perda tentange

APBED vang diajukan oleh Bupati,

melaksanakan pengawasan terhadap pelakaanean Perda dan APED;
memilih Bupati dan walkil Bupati atau walal Bupabt dalamn hal tegads
kekosongan jabatan uninik menerniskan sisa masa jabatan lebih dan 15
[delapan belas] bulan;

mengusulkan  pengangkaten dan pemberheniizn Bupatu dan Wakil
Bupati kepada Menteri melalti Gubernir sebagal walil Pemenntah
Pusat untuk mendapatksn  pengesaban  pengangkatan dan
pemberhentian;

memberikan pendapat dan perimbangan kepada Pemerintgh Daerah
terhadap rencana perjanjlan internasional di Daerah;

memberikan persetujian terhadap rencama kerja sama Intemasional
vang dilaliukan ol=h Pemerintah Daerah;

meminta Laporan Heterangan Pertanppungiawaban  Bupati  dalawmn
penyeclenggaraan Pemerintahan Dacrah;

memberikan persetujuan terhadap rencana kema sama dengan daerah
Iain atan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
dan

melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAE IV
EEANGGOTAAN DPRD

Pasal 23
Angegota DPRD berjumlah 40 {empat puluh) orang.
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Masa jabatan Anggota DPRD 5 (ima) tzhun terhitung sejak
penpucapan sumpsah janyi dan berakhir pada saat Angpota DFRD yang
bara mengucapkan sumpah  janji.

Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan rumah dinas,
Anggota DPRD dapat diberilan tumjangan perumaharn.

Pasal 26
Keanggotaan DPRD diresmikan dengan kepulusan Gubemur sehapai
walkil Permerintal Pusat,
Kepaltusan peresmian sebagaimane dimeksud pada ayat (1) didasarkan
peda. laporan Komisi Pemilihan Umiemn.
Anggota DOPRD  sebelum memangku  jabatannya mengucapkan
sumpah/janji secara hersuma-sama dalam rapat paripurng  yang
dipandu oleh ketuas Pengadilan Negeri.
Dalam bhal keiua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan
sumpah /jann Anggota DPRD dipandu wakil ketua pengadilan negeri
atanl hakim senior yang diturguk dalam hal waldl ketua pengadilan
negert berhalangan.
Kapat paripurna schagamana dimaksud pada ayat [3) dipimpin oleh
Fimpinan DPRD periode sebelumnya alwu dipimpin oleh Angegota DPRD
vang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal
Pimpinan BPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
Angeota DPRD  yang  berhalangan mengucapkan  surapah fjanii
hersama-sama mengucapkan sumpahfjanji yang dipandu  oleh
Fimpinan DFRD.

Pasal 27

Pengucapan sumpabfjanji Anggota DFRD dilaksanakan pada tangpgal
berakhirnya masa jabaten 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama
periode gebelumnya.

Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD Laina jatuh
pada Hari libur atau Hari yang diliburkan, pengucapan sumpah /janii
dilaksanakan Hari beributnya sesudah Hari libur atau Hari yvang
diliburkan.

Pazal 38

Tata cara pengucapan sumpah/ianjl Anggota DPRD sebaguimana dimaksud
dalatn Pasal 27 dilaksanalian sebagai berilout:
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1. Anggota DPRD didampingi oleh rohanwiawan sesuai dengan agamanysa
IRASINE-IMASITG.

2. Tata wrutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah /fjanji
Anggota DPRD mehput;

a.
L.

C.

i

lc.

L.

Menwyanyilcan Lagu Indonesia Raya

pembuliaan rapat eleh Pimpinan DFRD,

pembacaan Eeputusan peresmian pemberhentian penganglatan dan
pengangkatan Angeota DPRD oleh Sekretaris DPRD;

pengucapan sumpah/janji Angegota DPRD  dipandu oleh Hetua
Pengadilan Negeni/ Wakil Ketua Pengacditan Negeni/ Hakim Senior;
penandatangan berita acara sumpalifjanji Anggota DPRD sccara
simbolia oleh 1 {satu) crang dari maszing-masing kelompek agama
dan Ketua Pengadilan Negeri,

pengumuman Fimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD:
serah terima Pimpinan DFRD dari Pimpinan lama kepada Phnpinat
Sementara secara simbolis dengan penyerahan palu Pimpinan;
sambutan Pimpinan Sementara DPRD;

gambutan mentenn dalam neveri stz Gubernur Daerzh {stimewa
Yopyakarts;

pembacaan doa,

penutupan oleh Pimpinan Sementara DFRD,

menyanyikan lagu bagimu negern; dan

m. penyRmpeian weapan selamat.

3. Sctclah menggkhiri penpucapan sumpahfjanji, Angpota DPRD
menandatangani berita acara pengucapan sumpah /janji.

4. Tata palaian yang digunekan dalam acara pengucapan sumpah/janji
Anggota DPRED mehpul ;

A

Eetua Pengadilan Negeri mengeunakan palsian sesual ketentuan
dari instansl yang bersangkutan;

Bupati dan Walil Bupati mengegunakan Pakaian Sipil Lenglap
dengan peci nasional;

Anggota DPRDY yang akan mengucapkan sumpah/ janji
menggunakan Pakalan Sipil Lengkep wama gelap dengan peci
nasional bagi pria dan wanita mengpunakan pakaian nasionai;
Undangan hagi Anggola THI/POLEI mengmuneken peltaian dinuas
upacara, undangsn sipil menggunakan Pakaian Sipl Lengkap
dengan peci nasional bagl pra dan wanita mengganaltan paikaian
nasional: dan

Undangan lainnya menggunakan Pakaian Sipil Lengkap dengan peci
nasional bagi pria dan wanita mengsunakan pakaian nasional
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3. Tata tempat dalam upacars pengucapan sumpah fjanji Anggote DPRD

(1]

(]

meliput:

a. Pimpinan DPRD dudik di gebelah Lkiri Bupati dan Ketus Pengadilan
Wegeri atan Pajabat yatg ditunjuk di acbwelah kanan Bupati;

b. Angeota DPRD wang akan mengucapkan sumpah/janii duduk
ditempat yang telah disediakan;

c. Setelah pengucapan sumpah/fjanii Pimpinan Sementara DPRD
duduk di sebelah kivi Bupati:

d. Pimpinan DPRD yang lama dan Keitna Pengadilan Negeri atau pejabat
yvang ditunpik duduk ditempat yang telah disedialean

£, Sekretariz DPRD duduk dibelakang DPRD

f. Para undangan dan Anggeta DPRD lainnya duduk di tempat vang
1elah disediakan; dan

E. Wartawan mediz cetak dan elektronik disediakean tempat tersendiri.

Pagzal 29

Dalam pengucapsn sumpahfjangl Angeota DPRD yang beragama:
a. Islam, diawali dengan frasa “Detni Allab™:
b. Prolestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan

menolong sava”;
¢, Budha, diavwali dertgpn Fuss “Demi Hyang Adi Budha®; dan
d. Hindu, diaweali dengan frass “Om Atah Paramawigesa”,
Sumpah /jan)ji anggota DPRD dengan menpgucapkan sebagai berilo:t;
“Dem Allsh (Tuhan) saya bersumpah fberjanji
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Angeolaf
Eetua/Walkdl Ketua Diewan Perwaldlan Rakyat Daerah dengan sebaile-
baiknya dan seadil-adilnya, sesual denpgan peraturan  perundang-
undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewsjiban akan bekega dengan
sungguh-sungpuh, demi tegaknyz kehidupan  demoikrasi, serta
mengutameakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentinean
pribadi, sezeorang, dan golongan;
buhwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat vang sava wakili
untuk mewgjudkan tujuan nasiona! demi kepentingan bangsa dan
Negpara Kesaluan Republik Indonesta
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Pasal 30
DCalam hal calon Anggota DPRD terpilih difetaplan menjadi tersangla
pada saat pengucapan swmpab/fjami, yang bérsangluatan  tetap
melakzanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD,
Dajarm hal calon Angpota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdalkwa
pada saat pengucapan sumpah/jang, yang bersangkutan tetap
melaksanakan pengucapan sumpah jangi menjadi Anpeotz DPRD dan
saat 1itu Juga diberhentikan sermentara schagal Angeota DFRD..
Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempercleh kelkuatan
hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/jangi, yang bersangkutan
tetap melaltsanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD
dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

BAB YV
ALAT KELENGEKAPAN DFRED

Bagian Kesatn

I

Pasal 31
Alat Kelengkapan DIPRD terdiri atas:
a. Pimpinan DPRD;
Badan Musyawarah:

Komisi:

=

Bapemperda;

Badan Anggaran,
Badan Kehormatan: dan
Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan

mo™ o8 Ao

rapat pariplrma.
Alat Kelengkapan DPRD zebagaimana dimaksud pada ayat (1) burf a
saunpai dengan huraf § bersifat totap.
Alat Kelengkapan lain sebagaimans dimaksud pada ayat (1) huruf g
berupa Panitia Khusus yang bersifat tidalk tetap.
Dalam menjalanikan tugasnya, Alat Kelengkapan DPRD dibantu oleh
Bekretaniat DPRD dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim
ahl:.
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5] Badan Muayawarah, Komisl, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan
Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa fabatan keanggotaan

LPED.
i5) Pembentukan Alat Kelenglapan DPRD ditetapkan dengan keputusan
ODPRD.

Pagal 532
Pimpinan Alat Eelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai Pimpinan
pada Alat Eclengkapan DFRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan
DPED yvang meranpkap schagan Pimpinan pada Badan Musyewarnl dan

Badan Anggaran.
Bagian Kedua
Pimpinan DPRED
Pagal 33
(1} Fimpinan DPRD terdiri atas 1 [satu) orang ketua dan 2 (dua) arang
wakil ketua.

(2} Wakil ketua scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Waldl
Eectua I dan Walkil Ketaa [].
(3] Penetapan Pimpinan DEFRD dialur sebagai berilaat:
a. Pimpinan schagaimana dimaksnd pada ayvat {1) berasal dari partai
pelitik berdasarkan urulan perolehan Eursi terbanyalk di DPFRD.
L. Ketua DPRD memipekan Angsota DPRD yang berasal dan partat
politlk yeng memperolah kursi terbanyak pertama di DPRD.

Dalam hal terdapat lebih dari [ (satu] partal politik vang

mempercleh kurst terbanyak pertama sebagaumana dimakaud pada

huruf b, maka ketua DPRD beraszal Angpola DPRD dari partai
politik vang memperoleh suara terbanyvak.

d. Dalam hal terdapat Iebih dan @ (satu] partan pobbk yang
memperoleh suara terbanyal sama sebagaimana dimaksud peds
hural ¢, petientuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran
perolehan suara partai pelitik vang pating mergta uraten pertama.

e. Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dan Angpota DPED scbagaamana
dimeksnud pada huraf b, wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota

£

DPRD vang berasal dan partal poliik yang mempercoleh kogrst
terbanyvak kedua, ketipa, dan/atan keempal sesuai dengan jumlah
waldl ketua DPRITY
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Dalam hal ketiia DPRD ditetapkan darl Anggota DPRD sehagaimana
dimaksnd pada hutuf ¢, wakil ketua DPRD ditetaplan dari Anggota
DPRD yang berasal darl partal politik vang memperoleh uratan
suara terbanyak kedua dan/atau ketiga.

Dalam hal ketus DPRD ditetapkan dari Anggota DPRT} sebagaimana
dimaksud pada huraf d, walkil ketua DFRD ditetapkan dari Anpgota
DPRD vang berasal dari partai pelitik varip memperoleh persebaran
suara paling merata wrutan kedus danfatau ketiga,

Pasal 34

Dalam hal Pimpinan DPRD belum ferbentuk, DPRD dipimpin oleh
Pimpinan sementara DPRED.

Penetapan Pimpinan sementara DFRD diatur sebagai benlout:

.

pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimakeud pada ayat (1)
terdiri atas 1 (gatu) orang ketua dan 1 {(satu} orang wakil ketua yang
berasal dan 2 (dua) partal polifk vang mempercleh knarsi terbanyak
pertama dan kedua di DFED.

deiam hal temdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang
Tremperoleh kursi terbanyalr sama, ketua dan waldl ketua
sementara ditentulkan secara musyawarah oleh wakil partai politk
bersangkutan vang ada i DPRD,

dalam hal musyawarah sebagaimana dimalksud pada huruf b tidalk
mencapal kesepaliatan, ketua dan walal ketua sementara DFRD
berasal dar partai politik berdasarkan urmtan peroiehan suara
dalam pemilihan urnum.

Fimpinan sementara DPRD bertueas:

"
b.

c.

mermnimpin rapat DPRD;

memfastlitas permbentukan Fralkai;

memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata
Tertib DPRDy; dan

memproscs penetapan Pimpinan DPRD definitif.

menetaplan keputusan yang mendesak i masa transisi sebehimn
alat kelengkapan terbentuk dengan persetujuan semua Fraksi.

Melanisme penpisian Fimpinan DPRD paling sedikit dengan proses dan
adrinistratif sebagai berikut:

A,

Pimpien partai  politikk menginm  surat  kepada  Pimpinan
sementars;
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b. diadakan rapat paripurna penpumuman leolang penetapan calon
Fimpinan DFRD definitif;

¢. Pimpinan sementara menyampaikan nama calon Pimpinan DPRD
Ieepada  Gubemuor melalsi Bupati untuk  diresmikan
pengangkatannya scbagal Pimpinan definitif,

d. Penpambilan sumpah/janji Pimmpinan DPRD.

Pazal 35

Fimpinan DPRD mempunyad tugas dan wewenang:

a.

Ir.

2

memimpin rapat DFRD dan menyimpullkean hasil rapat antuk diambil
keputiisan,

menyusun rencang kerja Pinpanan DPRDy;

menctapkan pembagian tugas antara ketua dan waldl ketaa;

melalukan koordinasi delam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda
dan matert kegiatan dari Alat Kelengkapan DPRD;

mewalali DFRD dalam berhubungan dengan lembava finstans lamn;
menyelenggarakan konsultagi dengan Bupati dan Pimpinan lembagaf
in=tansi verakal lainnya;

mewslal DPRD di penpadilan; dan

melaksanalean kepunigan Badan Kehormatan tentang penetapan sankst
atan rehabibtasi Anepota DPRD zesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasad 36

Fimpinan DPRD merapakan satu kesatyan Pimpinan yang bersifat kolektif
dan kolegial,

{1]

(2]

Pasal 37

Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung aejals tanggal pengucapan
sumpah /junji Pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya
mesa jabatan keanggotaan DFRT.
Pimpinan DPRD berhenti dar jabatanmya sebehom berakbir masa
jebatannya karena:
a. meninggal dunia;
b. menpundurkan dini sebagal Pimpinan DPRD;
c. diberhentikan scbapgmi Anpggota DPRD sesual dengan  ketentuan

Peraturan perundeng-undangan: aiau
d. diberhentikan sebagal Pimpinan DPRET.
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Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:

a. terbuktd melanggar  sumpah/janji  jabatan dan  Kode Etik
berdasarkan keputusan badan kehormatan; atav

b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang
bersangkutan sebagai Pimpinanr DPRD scsum dengan kelentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ketua DPRD berhenti darijabatannys, para walkil ketua

menetaplkan salah ecorang diantaranya untuk melaksanalcan tugas

ketua sampai dengan ditetaplkannya ketua pengganti definiaf.

Dalam hal ketua dan waldl ketua DPRD bherhenti dan jabatannya dan

tersiza 1 fsatu) wakil keituz, waldl ketua yang bersangkutan

melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua

pengganti definitif.

Pagal 38
Pimpinan DFRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Fimpinan
DPRDE dalam rapat paripurna.
Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetaplean dalam capat paripurna.
Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DFRD.

Pagal 3%
Pimpinan DFRD menyampaikan keputusan  DPRED tentang
pembethentian Pimnpinan DPRD  kepada Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya
paling lambat 7 (tuuh} Hari terhitung aejak ditetaplan dalam rapat
PATIplrTA.
Bupati menyampaikan keputusan DFRD sebapaimana dimaksud pada
ayat {1) kepada Gubernur zebapai wakil Femerintah Pusat paling
lambal 7 {tupuh) Han terhitung sejak ditenmanya kepulusan DPRD.
Keputusan DPRDY sebagaimansa dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2}
disertal dengan Berita Acara rapal pacimaria.

Pasal 40
Pengoanii Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politlk
yvang sama dengan PFimpinan DPRD vang berhenti.
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Calon penggantd Pimpinan DERD  yang berhenti divsualkan  oleh
Pimpinan partai politik nntuk diumamkan dalam rapat paripurna dan
ditctapkan dengan keputusan DPRD.

Fimpinann DPRD metgusulkan peresman  pengatigkatan calon
pengganti Fimpinan DPRD kepada Gubernur sebagad waldl Pemerintah
Fuaat melahn Pupsali,

Fasal 41
Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahangn atew
berhalszngan scmentara, Pimopinan DPRD  lainnya melaksanelian
mugyawareh untuk menentukan salabh satu Pimpinan DPFRD untuk
melaksanakan tugas ketua DPRD vane sedang memjalani masa
tabanan atau berhalangan sementara,
Hasll musyawarah Pimpinan DPRD schagaimana dirmaksud pada ayvat
i1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
Firnpinan DPRD scmentara yang mclaksanakan tugas ketua DFRD
sebagabmana dimaksud ayat (1} berhenti bersamaan denpan ketua
LPRD yang berhenh sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 42
Dalar hal salab secorang Pimpinan DPRD sedang menjelani masa
tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 [bga puluh) Hari,
pitnpinan pattai politk asal Pimpinan DPRD yang berhalangan
sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD  selah  seorang
Anggota DPED wyang berasal dari partai politik tersebut unbgk
melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa
tahanan atau berhalangan sementara.
Usulan Pimpinan partai pohtik sebagaimana dimaltsud pada ayat (1)
dinimumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetaplan dengan
keputuzan DPRD.

Pazal 43
Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjzlani masa tahanan
alan berhalangan scmentara, Pimpinan pertai politik asal Pimpinan
DPFRD mengusulkan Anggota DPRD dari partad politibmya untuk
melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yung scdang menjalani masa
tzhanan atan berhalangan gementara.
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Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepade
DERD paling lambat 7 (fujuh) Hari techitung sejak seluruh Pimpinan
DPELD menfalanmi mase tahanan atau berhalangan sementara.

Usulatt Pimpinan partai polittk scbagaimana dimaksud pada avat (2
divmuntkan dalam rapat paripurna dan sclanjutnya ditetapkan dengan
keputusan DPRD,

Rapat patripuwrna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh
Anggpte DPRD paling tug dan/atan paling muda,

Paling lambat 7 (tujuh) Han terhitung sejak diterimanya keputusan
DPRD  scbagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPED
disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalni
Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpican DPRD.
Gubemur sebagen wakil Pemerimiah Pusat menyampaikan usulan
pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 {wjuh] Hari kepada
Menteri terhutung sejak diteimanya keputusan DPRD.

Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugss Pimpinan DPRD paling
lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur sebagal wakil Pemerintah Pusat
terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Paszal 44
Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewcnang
Prmpinan DFRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
Pelaksana tugas Pimpinan DPRD  ditetapkan dengan lkcputuisan
Gubernur schagai waldl Pemerintah Pusat,
Pelalkesana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler
Pimpinan DPRD sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan.

Paeal 45

Dalam hal Pimpinan DFRD sebagaimana dimeaksud dalam Pasal 43 terbult
tidal: bersalah berdasorkan putusan pengadilan vang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap:

.

Gubernur sebagai waldl Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai
Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan

Fimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui penguomuiman dalam
rapat paripurna,
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Ergian Ketiga
Badan Musvawarah

Pasal 46
Anggota Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur Fraksi paling
banyak 20 {dua puluh) orang termasuk Pitmpinan DPRD.
Anggota Badan Musyawarah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
(1] s=elain Pimpinan DPRD tidak merangkep jabatan pada Badan
Anggaran. |
Susunan lkeanggotaan badan muayawarah ditetapkan dalam rapat
paripurna setelah terbentuknya Fimpinan DPRD, Fraksi, komisi, dan
badan angparan.
FPimpinan DFRD karena jabatanuya juga =ebagai Pimpinosn Badan
Musyawarah dan merangkap Anggota Badan Musyawarih.
Sekretaris DPRD karena jebatannva juga scbagai sekretaris Badan
Musyawarah dan bukan sebagai Anggota Badan Musyawarah.
Perpindahan Anggota DPED dalsan Badan Musyawarah ke Alac
Kelenpkapan DPRD lain  hanya dapat dilakukan setelah masa
keanggotaannya dalam Badan Musvawarah paling singkat 2 [dua)
tabuin & (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pazal 4¥

Badan Musyawarah mempunyad tugas dan weaenang:

a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencanda Kerja tahunan
dan 5 {lima] tahunan DPRD dari =eluruh rencana kerja zlat
kclenglkapan DPRED;

b. mecnctapkan agenda DPRD uptuk 1 {satu) tahun masa sidang,
sebagian dar suat: masa sidang, perkirman waktu penyelesaian
suatu masalah, dan jangksa waltu penyclesaian rancangan Perda;

c. memberikan pendapar kepada Piropinan DPRE dalam menentukan
garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;

d. meminta danfataw memberikan kesempatan kepada Alat

Kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atan

penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-rmasing;

mcnetapkan jadweal acara rapat DPRL

memnberl saran atau pendapat unmak memperlancar kegiatan DPRD;

merekiomendasikan pembentukan panitie khusus: dan

melaksanakan tugas lain yang dipnmiskan dalam rapat paripurna,

o m
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Agenda DPRD yang telab ditelapkan oleh Badan Musyawarah hanye

dapat diubah dalem rapat paripurna.

Bctiap Anggota Baden Musyawarah wajib:

a. berkonsultasi dengan Fraksi scbelum pengambilan keputusan
dalam rapat Badan Musyawarah; dan

BE. menyampaikan hasil rapat Badan Musyaivarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat
Komiai

Fasal 48
Setiap Angpota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi Anggota salah
satu Komisi
Jumlah komigi DFRD sobanyak 4 {empet] Komisi.
Jumlah keanggolaan setiap Komisi ditetapkan dengan
mempertimbangkan perimbangan dan pemeratazsn fumlah Anggota
antar Komizi.
Ketua, wakil ketua, dan sckretaris Komisi dipilih dard dan oleh Anggota
komizi dan dilaporkan dalam rapat paripiirta.
Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi paling lama 2
fdua) tahun & {enam) balan,
Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau
=eloretaris Komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat {3), dilakukan
kembali pemilihan ketua, waldl ketua, dan/atan sekretaris Komisi.
Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil kemia dan/atau
schretaris  Komisi  dikerenakan  berbalangan  tetap maka
penggantiannya  ditetapkan berdasarkan  usulan  Fraksi Vang
bersangloitan.
Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atan sekretaris komisi
schagaimana dimaksud ayat (7) dan ayat [B) meneruskan sisa masa
jabatan yang digantikan sampai akbir masa jabatan keangpotzsan
DPED.
Perpindahan Anggote DPRD antar Komisi dapst dilakuksn setelah
masa keangpotaannya dalam Komisi peling singkat 1 {sany) tahun
berdasarkan usul Fralsi,
Perpindahan keanggotasn dalam Komisi diputuskan dalam rapat
paripurna atas usul Fraksi pada awal tabun anggaran.
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Paszal 40

Kemisi mempunyai tugas dan wewenang:

H.

memaetikan terlaksananya kewsjiban dacrah dalam penyelengparaan
urusen pemerintahan yang menjadi kewenangan dacrah dan kewajiban
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
melalukan pembahasan rancangan Perda;

melakulzan pembahasen rancangan keputusan DPRD sesuai dengan
ruang lingkup tugas Eomisi;

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda =zesuai denpan
ruang lingkup tugas Komisi;

membantu Pimpinan DPRD  dalarm  penyelesaian  mmanalah yang
dizsampaikan elch Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
metletiing, menampung, dan membahas serta menindalidanjuti aspirasi
masyatrakat;

mengupayakan peningkatan kesciahteraan rakyal;

melalukan kunjungan kerja Komisi atas persetujizan Pimpinan DPRD:
mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;

mengajukan usul kepada Pimpinen DPRD yang termasuk daizm ruang
Immgloup hidang tuigas Komisi;

memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil
pelalsanaan tugas Komisi, dan

menyusun dan menyampatken rekomendasi terfulis kepada Pimpinan
DPRD terkart hasil perjalanan dinas Komisi yang lelah dilakukan,
vebagai bahan pertimbangan dan tndak lanjut dalam pengambilan
keputusan ateu pelaksanaan kebijakan yang rclevan.

Fasal 50

Pembahasan rancangan Perda coleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain
dan fatau Alat Kelengkapan DPRD terkatt berdasarkan kepirtusan DPRD.

(1}

Pasal 51
Eomisi DPRD meliputi:
a. KormisiI;
b. Komisi I;
<. IKowrusi III; dan

d. Kemisi IV,
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Jumlah Anggota di masing-magsing Komisi DPFRD scbagai beriloat

a. Komisi{ sebanyak : 9 (semhbilan) orane;

b. Konmsi Il sebanyak : 10 {sepuluh) orang;

¢, Komisi Il =ebanyak @ 9 (sembilan) orang; dan

d. Komisi IV sebanyak : 9 {sembilan] orang.

Pembeagian ruang lingkup tugas Komisi sebapaimeana dimaksud pada
ayat [1} sebagai beriloat:

a. Komisi I [Bidang Pemerintahan) melipaati:

1.

L =

Urusan  ketenteraman, ketertibam wmum, dan  pelindungan
makyacalat;

Urnisan Pertanahban;

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Uriaan pemberdayean masyarakat dan Kalurahen:

Urisan pengendalisn penduduls;

Urusan komunikasi dan informatika;

Urusan Stabstik;

Urusan persandian;

Utrusan Kepegawaian fapataiur;

10, Uruzan Pengovwasarn,

i1, Urusan Organisasi Sosial;
12, Urusan Orgasizsasi Politik;
13. Urusan Pers.

b. Kormisi Il {Bidang Perekonomian) meliputi:

wr R

oo Mmook

rusat perckonomian;

Urusan pangan;

Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
Urasan Penanaman Modal;

Urusan kelauntan dan perikanat;

Urusan Pertanian;

Urusan Perdagangan;

LUImssn Perindustrian;

Urusan Perkebunan;

10. Urusan Peternakan;
11. Urasan keuangan;
12, Urusan Perusabasn Daeral,
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r. Komiai [N [Bidang Pembanpunan) meliputi:

Urusan Pelkerjaan Umum dan Penatasan Ruang;
Uruzan Perumabhan Rakyat dan Kawssan Penmukiman;
Uriisan hngkingan idup;

Urizan Pethubungan;

Urusan Penanganan bencane.

Urusan Perencanaan Pembangunann,

L

Uruzan Suamber Daya Mineral dan Eosigl.

d. Keomisi IV (Bidang Kessfahteraan Rakyat)melipati:

Unizan Pendidilcan;

Urnsan KEeschatan;

Urnasan Sosial;

Urnaean tenaga kerja;

Urusan pcmberdayaan perempuan dan pelindnngan anaid
Urusan kepermudaan dan olah raga;

Urasan Kebudsyaan;

Ursan Paowisats;

e o

Uruean Transmigrasi;

10. Urusan KEehiarga Berencana,

11, Unisan Perparstakasn;

12, Urusan Kearsipan.
Pembagian mitra kerja masing-masing Komisi dengan Perangleat
dacrah ditetapkan dengan keputusan DFRDD,
Tema-tema pembahasan Komisi dan keordinator Homisi ditetaplan
secara periodik dengan Keputuszsan Panpinan DFED.

Bagian Kclinia
Bapemperda

Pasal 52
Angpota Bapemperds ditetaplkan dalam rapat paripuna menuruet
perimbangan dan pemerataan Anggota komisi.
Jumlah Anggola Bapemperda paling hanyaic 10 (sepuhah) orang.
Firnpinan Bapemperda terdiri ates ! (sati) orang ketua dan 1 (sain)
orang wakil ketua yang dipilih dan dan olch Anggota Bapemperda.
Selaetaris DPFRD karena jabatannye juga sebpgal  =ekrefgns
Bapemperdz dan bukan schagat Anggota Bapemperda.



I

[5) Masa jabatan Pimpinan Bapecmperda selame 2 {dua) tahun 6 [enam)

[B]

budan.

Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke Alat Kelengkapan
DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keangegotaannya dalam
Bapermperds paling singlat 1 {satu} tahun berdasarkan nsul Fraks:,

Pasal 53

Bapemperda mempunyai tngas dan wewenang:

&,

MemIsun rancangan prograin pembentukan Perda vang memuat daftar
urut rancanpan Perda berdasarkan  skala  Prioritas  pembentulean
rancangan Perds disertai alssan uniuk setiap tahun anggaran di
lingkamgan DPRD;

mengoordingsikan penyusunan program pembentukan Perda antara
DPRD dan Pemerntah Dacrah;

menyiapkan rancangan Perda yang berasal dard DPRD yang merupalan
usulan Bapemperda berdasarkan program Prioritas yang telah
ditetapkan;

melakukan pengharmonisasian, pembdlatan, dan pemantapan konsepsi
rancangan Perda vang diajukan Angpota, komiz:, alau gabungan komisi
szebelim rancangan Perda disampaikan kepada Fimpinan DFED;
mengikuti pembahasan rencangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan
Femerintah Dasrah;

memberikan pertimbangen terhadap usulan perjyusunan ratncArngan
Perda yang diajukan cleh DPRD dan Pemerinttah Daerah di luar program
pembentukan Perda;

memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangat
Perda yang berasal dar Pemerintah Daeralb;

mengikti perkembangan  dan melakukan  evaliasi terhadap
pembahasan matesi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan
komisi dan/fatan panitia khusus;

membertkan mastlan kepada Pinpinan DPRD atas rancangan Perda
sang ditugaskan olch Badan Musyawarah:

melakukan kagran Perda; dan

membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DFRD dan
menmnventarisasi permasalaban dalam pembentukan Pesda sebhagai
bahan bagi komizi pada masa kcangeotaan benkuinya.
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Bagian Keenam

Badan Anggaran

Pasal >4
Anggota badan anggaran paling hanyak 20 (dua puluh) orang termesalk
Pimpinan DPRD diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan
mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi,
Anggota Badan Angearan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
sclain  Pimpinan DPRED tidak merangkap jabatan pada Badan
Musyawarad.
Ketua dan waldl ketua DPRD juga sebagai Pimpinan badan anggaran
dan merangkap Anggota Badan Anggaran.
Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua PBadan Anggaran
ditetaplean dalam rspat padpurna.
Hekretaris DPRD kar¢ena jebatannya juga asebagai sekretarie Baden
Anggaran dan bukan sebagai Angeota,
Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anpparan ke Alet
Kelengkapan Iminnya hanya dapat  dilaluken  setelah  masa
leanggotaannya dalam badan anggaran paling singlkat 1 [satu) tahun
berdaszarkan usul Fraksi.

Pa=al 35

Badan Angearan mempunyai tugas dan wewenang:

.

memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada
Bupatli dalam  mempersiapkan rancangan APBD sebelumn peraturan
Bupati tentang nencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkai
melalmlzan konsullasi yang diwakili oleh Angeotanya dengan kornisi
tetkait wmtuk memperoleh masukan dalam rangks pembahasan
rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan plafon anggaran
setmentara;

mcmberikcan saran dan pendapat kepada Bupatd dalam mempersiapkan
rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang peruhahan
AFPBD, dan rancangan Perda {entang perlangpungiawaban pelaksanaan
APED;

melelukan penyempurnaan rancangan Perds tentang APBD, rancangan
Perda tentang perubahan APBD, dan vancapngan Perda tentang
pertanpputeawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi
Gubecmur sebagai walkki! Femerintuh Pusat bagi DPRD bersams 1im
anggaran Pemenniah Daerah;
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melakukan pembahasan bersarma tm anggaran Pemerintah Dacrah
terbhadap rancangan Kebijakan Urmum APBD dan rancangan Pricritas
dan Plaforr Anggeran Sementara yang disampatkan oleh Bupsati; dan

memberikan sarait kepada Pimpinan DPRD dalam  penyusunan
anggaran belanja DPRD.

Bapian Ketgjuh
Badan Kehormatan

Pasal 56
Angeota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD
Perpumlah 3 {lma) crang.
Pimpinan badan kehormetan terdiri atas 1 {saty) orang ketua dan 1
isatu] orang wakil ketua vang dipilih dari dan oleh Angeota Badan
Kehormatan.
Angsota Badan Eehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat
panpuma berdasarkan usul dan masing-masing Fraksi
Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon
Angpota Badan Echormatan,
[alarn hal di DPRE hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiiki
qumlah kursi lebih banyalt berhall mengusulken 2 [dua) orang calon
Angeats Badan Kehormatan,
Perpindahan  Anggota DPRD dalam  badan kehormaran ke  Alat
Kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaanniva
dafam Badan Kehormatan peling singkat 2 [dua) tahun & {enam) bulan
berdasarkan usul Fraksi,

Paszal 37

Badan Kehormatan mempunyal tugas:

2. memantan dan menpevaluasi displin dan kepatuban Anggota
DFRED terhadap sumpah/janiji dan Kode Etik;

k. memantau dan mengevaluasi disiphn Angeota DERD dalam rapat -
rapat dan kegiatan DPRD yang lain;

¢. hasl evalnasi disiplin Angeota DPRD dalen rapat dan kegiatan
DFRD laimnya diumumlan dalam rapat partipurna;

d. menelib dugaan pelanggaran terhadap sumpah/jang dan Kode Etilk
vane dilakakan Anggota DPRD,
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€. melakukan penyehdikan, venhkas, dan klanbkasi atas pengaduan
Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atay Masyvarakat: dan

f. melaporkan keputusan badan kehormeatan atas hasil penyelidikan,
vertfikasi, dan ldarilikasi schagaimana dimaksud pada huruf o
kcpada rapat paripurne,

Tugas Badan Kehormatan dilaksanaken untuk menjaga moral,

martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Dalam melaksanakan penyclidikan, verifikasi, dan klarifikas;

schagaimana dimaksud pada avar (1) huwruf =, Badan Kehormstan

dapat memints bantuan dari ahl independen.

Pa=al 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Badan
Eehormatan bermenanyg:

a.

(1)

{2

{:3)

[1]

memanggl Anggoia DPRD yang diduga melakukan  pelanggacan
sumpah/fjanji dan Kode Edk untik memberikan kiarifikasi atau
pembelaan atas pengaduean dugaan pelanggaran vang dilalnikan;
memmnts  keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain vang terkait
termasuk memints dolumen atan bulkti lain; dan,

menjetiuhkan sanksi kepada Anggots DPRD vang terbukti melangpar
sumpahjann dan Kode Etiik,

Pazal 549

Pimpinan DFRD, Anggota DPRD, dan/ataun masyaralat menvampeaikan
pengaduan dugaan pelanpgaran oleh Angeota DPRD secara tertudis
kepada Pimpinan DPFRD dengan tembusan kepada Badan Kehortmatan
digertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
Fimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1] kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Har
terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.

Apabila dalam janglka wuktu schagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pimpman DPRD  tidak meneruskan pengaduan kepada Badan
Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti penpadusn tersebut.

Pasal /0
Setelah menerima pengadoan sebagaimana dimaksnd dalam Pasal 59,
Badan Kehormatan melakukan petyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi
dengan cara:
4. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, salesi, terad,
dan/aten pihak in yang terkait: dan/atan
bB. memverifikasi dokumen atat bukt lain yang terkait.



(2)

(3)

f1}

{2]

[3]

(1)

2]
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Hasgil penyelidilkan, wverifikesi, dan Kearifikasi Badan Kehormatan
dituanglkan dalam berita acara.

Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil
penvelidikan, verifkas, dan klacfikasi.

Pazal 61

Dalam hal teradu terbukfi melakukan pelanggaran atas sumpah /janji

dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatubkan sanksi berupa:

a. teguran lisan;

b. tocguran tertulis,

c. mengusuikan pemberhentian sebagal Pimpinan Alat Kelengkapan
DPRD;

d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD:
dan/fatan

¢. mengusulkan pemberhentian scbagai Anggota DPRD sesuai dengan
ketentuan peratiran perundang-vundangan.

Sanksi sebagaimana dimalksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

keputusan  Badan Kehormatasn  dan divmumkan  dalam rapat

FATIPUITIA.

Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ dan huruf d dipublikasikan oleh DPRLD.

Pagal &2

Dalam hel Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian
sebapai Pimpinan Alet Kelengkapan DPRD, dilabukan pergantan
Fimpinan Alat Kelengkapan DPRD paling lama 30 [ugs puluh) Hari
terhiting sejak divmumkan dalam rapal patipurna.

Jodwal rapat paripurna  sebugaimana  dimaksud padas  ayat {1
ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 {sepuluhb) Hari
terhitung scjak keputusan Badan Kehormatarn.

Pasal 63

Kepuiusan Badan Kehormsian mengenai pemjatuban  sanksi  berupa

pemberhentian sebagal Angpota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pazal 54

Tata cara pengaduan masvarakat, pepraluban sanksd, dan tata beracara
Badan Kehormatan diatur dalam Peraluran DERI.

(1)

(2)

{3

()

(3)

(&)

(1

12}

&)

(1)

Bagan Kedelapan
Panitia Khusus

Pazal 65
Panitia Khusus dibentolk dalam rapat paripurna stas rekiomendasi
Badan Musyawareh ateu hasil rapet konsultasi Pimpinan bersama

Fraksi-Fraloai.
Pembenitniarn Panitda Khusus atas usulan  Froaksi-Fraksi dan

ditetapkan dengan keputusan DPRD,

Angpgota Panitia Khusns dintamakan berasal dar Anggota komisi vang
membidangi.

Permmbentukan Panitia Khusus dalam wakiu yang bersamaan pabng
banyak sama jumlahmya dengat komisi.

Masza kerja panitia khusus:

a. péling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau

b. paling lama & [enam) bulan untuk tugas selam petnbentukat Pesda,
Fanitia Khusus melaporkan tugas scbelurn akhir mase kerja dalam

rapat paripurna.

Pasal 66
Jumlah Angsota Panita Ehusus DPRID paling banyak 15 (ma belas)
OTATLY,
Anggota Panitia Khusus terdiri atas Angpota komisi terkail yvang
dinsulkan oleh masing-mesing Frelks;,
Ketua dan walkil ketua Panita Ehusus dipilib dar dan oleh Anggota
panitia Ehuauas,

Bagian Kesembilan
Kelompok Palker atay Tun Ahilr

Pazal &7
Kelompok Fakar atau titm ahli Alat Kelengkapan DPED dianglet dan
diberhentkan dengan keputusan Sekretaris DFRD  =esuaf dengan
kebunithan atas usul Angeota DPRD, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan
Alat Kelengkapan DPRD,



T

(2] Kelompok Pakar atag tinn ahli beketja sesual dengan pengelompokan
tugas dan wewenang DPRD yang toroermin dalam Alat Kelengkapan
DPR.

{3] Hriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok Pakar atau tim ahli
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

{#1  Kelompol Pakar atau Tim Ahli paling scdikit memenuhi persyaratan:
. berpendidikan  serendah-rendabmya  sirata satu  (81) dengan

pengalaman kerja paling singkat 5 tahun;

b. mengnaszai bidang ilmu vang diperlukan; dan
. menguaeai tugas dan fmngsi DPRD.

{5] Tata cara pengangkatan dan pemberhentian kelompok Pakar atau tim
ahli diatur dengan Keputuisan Sekretarizs DPRD.

BAB VI
FELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPED

Bagian Kcsat
Urnuim

Pazal 63
{1} DPRD mempunyai hak:
a. 1ntcrpelasi;
b. angket; dan
. menvatakan pendapad,
(2} Anggota DPRD mempunyai hak:
4. mengagukan rancangan Perda;
h. mengajukan pertanyaan,
c. menyampalkan usul dan pendapar;
d. memilih dan dipililk;
e. membela diri;
f.  imanitas;
o. mengikuti orientasi dan pendalarnan tugas;
h. protokoler; dan
kevangan dan administratif.

-
.

Bagian Kedila
Hak Interpelasi

Pasal &9
(1] Usul pelaksanaan hak interpelasi yvamg telah memenuhi ketentuan
Undang-Undang mengenai pemerintahan dacrah diajukan Anggota
DPED kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.



1)

(1]

(2]

(2)

)

(1)

(2]

(]

[#]
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Pengueulan hak interpelasi sebagaimena dimeksud pada ayat ()

disertai denigan doloumen yang memuat pabng sedilit:

a. materi kebijzkan danfatau  pelsksanaan  kebijakan peroerntab
daerah; dan

b. alasan permintazn keterangar.

Pasal 7
Kapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilaliikan dengan
tahapan:
a. pengusul menyampailian penjelasan lisun atas usul hak interpelasi;
b. Anggota DPRD lainnya membenkan pandangan melalui Fraksl atas
penjelasan pengisul; dan
<. para pengusil memberikan ranggapan atas pandangan para
Angenta DPRD.
Uzul sebagaimena dimakswd pada ayat (1) menjadi hak interpelasi
DFRD apabila mendapat persctujuan dari rapat paripurna  vang
dibadin lebih deri 1/2 [satu perdua) jumlah Angoota DPRD dan
keputusan diambil dengan persetiguan lebih dan 1/2 (satu perdua}
jumlah Anggota DPRD yang hadir,
Pengnsul dapat menarik kembal usulannya  scbelum usut hak
mterpelasi memperoleh keputusan dalam rapet paripurng.
EKeputuzan DFRD mengenai hak interpelasi sebegaimana dimaksud
pada ayat {2) disampailean oleh Pimpinan DPRD kepada Bupat.

Pasal 71
Dalam rapat paripurna meitgenai penjelasan Bupati:
a. PBupati hadir memberikan penjelasan; dan
b. setiap Anggota DFRD dapat mengapikan pertanyaan.
Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan
sebapgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaslan
petabat terkait untk mewalnli.
Pandangan DPED atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat
paripurna den disampatkan secara tertulis kepada Bupati,
Pandangan DFRD sebagaimarra dimaksud pada ayat (3), dljadiken
bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk
Bupati dijadikan hehan dalam penetapan pelaksanaan kebiialan.



(1]

12)

(1)

(2]

(3]

[

{5)

. ¥y

Bagian Ketiga
Hal Angkel

Pasal 72

Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan
Undang-undang mengenai pemerntahan daerah diajukan Anggota
DPRD kepads Pimpinan DPRD wuntuk diputuskan pada rapat
paripuima.
Penglizulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan dokumen yang memuat paling sedikit;
a. materi kebijakan danfatsu pelaksanaan peraturan perundang-

undangan yang alean diselidiki: dan
b. alasan penyelidikan.

Pazal Y3
Rapat paripurma mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
a. pengus=ul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
b. Anggoia DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melaboi
Fraksi; dan
¢. pengusul memberilan jawaban atas pandangan Anegota DERD.
Usul sebagmimans dimaksud pada ayat (1] menjadi hak angket jika
mendapat persetujuan dari rapat panipurna vang dihadin paling sedikit
3/4 (tiga perempat] dari jumlah Angpota DPRD dan putusan diambil
dengan persetujuan paling sedikit 2/3 {dua pertiga} dari jumlah
Angegota DPRD yane hadir.
Pengusul dapat menarik kembali usulannva sebelum usul hak anglket
memperoleh kepuetusan dalam rapet paripiia,
Dalam hal usul halr anglet disetupui, DPFRD:
& membeniuk panitia angket yang terdin atas scmua nnsur Fraksi
yang ditetapkan dengan keputusan DPRD: dan
b, menyampaiksn keputusan penggunast hak angket secara tertulis
kepada Bupati.
Dalam hal DPRD menclak usul hak aengkel, usul terscbut tidak dapal:
dizjiikan kembali,
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Pasal 74
(}] Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil
pofabat Peamenintalh Dasrah, badan hukum, atan warga mamraralkat

vang dianggap mengetabii aten patut mengetahui masalabh yang
dizsehidiki untuk memberikan keterangan serta unink memintg
menuajukian surat atau dolmmen yang berkaitan dengan hal vang
gedang diselidiid.

(2] Pejabat Pemerintah Dserah, badan bhubkum, atau warga masyarakat
vang dipanggil sehagamana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi
panggilan DPRD, kecualli ada alasan vang sah meminlt ketenbuan
Feraturan perundang-undangan.

(3} Dwlam hal pejabat Pemerintah Dasrah, badan huloam, atag warga
masyarakat telah dipangpil dengan patut secara berturut-turnat tidak
memenuhi pangglan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan
bantuan HKepolisian Negara Republik Indonesia sesuan  dengan
ketentuan Peraturan perundang-undengan,

Pagal 75
Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimalksud dalam Pasal 74
diterima oleh DPRD dan adsz indikasi tindsl pidana, DPRD menyerahkan
penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukoum sesuai
dengan ketentuan peramiran perundang-undangan.

Pasal 7&
Penitia angket melaporkan pelakisanaan higasnya kepada rapat panpurne
paling lama &0 {enam puluh} Han terhitung sejak dibentukmya panita
anpket,

Bagian Keempat
Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 77
(1) Usul pelaksanaan hall metgyatalian pendapat vang telah memenuhi
keientuan Undang-undang mengenai Pemerintahan Daereh digiukan
Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD uniuk diputuskan pada rapat

PATIpUITIA.
{2} Pongusulan hak menyetskan petdapat sebagarrmane dimaksud pada

ayat (1} disertai dengan dolkumen vang memuat paling sedikit:



&)

(1]

{2}

(3]

(4}

(%]

(&)

(7}
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2 materi dan alasan penggjuan asulan pendapat; dan

b. materi hasil pelaksanaan halk interpelasi dan/ataun hak anglket,
Usul permyatasn  pendapat  dilakssnalan  oleq Fimpinanr DPRD
disampailtan dalam rapet paripurna.

Pasai 78

Fapat paripurna menpenal usul pernyataan  pendapat  dilakikan
dengan tahapan:
8. pengueyl menyampaikan penjelasan lisan atas vsul bk angiet;
b. Anggota DPRD lainnye memberikan pandangan melahai Fraksi:
¢. Bupati memberikan pendapat; dan
d. pengusul memberikan fawaban atas pandangan Anggota DPRD dan

pendapat Bupati,
Usul sebagaimana dimaksud pada syat 1) menjadi hak tnenyatakan
pendapat DPRG apabila mendapat persetijuan dari rapat paripurna
yang dihaditl paling sedilit 3/4 (tiga perempat] dari jumlah Anggota
DPFED dan putusan diambil dengan persetjuan paling sedikit 273 [dua
pertige} dan fumlah Anggota DPRD yang hadir.
Dalam hal rapal paripurns sebagsimana dimalesad pada ayat (1) tidak
dihaditi paling sedilat 3/4 (tiga perempat] dari jumiah Anggota OPRD,
rapat ditunda paling batyak 2 |dus) kaii dengan tengpang walktu
masing-masing tidak lebih dari 1 {satu) jam.
fpabila pada akhir waldu penundasn rapat sehagaimana dimaksud
pada ayat {3] juinlah Anggota DPRD tidulk terpentuhi, Fimpinan rapat
daput menundua rapat paling lama 3 {tiga) Hari.
Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4] belum
juga terpenuhi, pelaksanaan rapat patipurna pernyataan pendapat
dapat diagendokan pada Masa Sidung berikitnya oleh Badan
Musyawarah.
Pengusul dapat menank kembali usulatmys sebelum vsul peroyataan
pendepat memperaleh keputitsan DPRD dalam rapat paripurna.
Daiam hal usul pernyataan pendapat disetujin, ditetapkan keputusan
DPRD yang memuat:
a. pernyatsan pendapat;
b. sarsn penyelesaiannya: dan

C. perittgatan.



(1]
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Bagian Kelitna
Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 79
Setlap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda,
Usul prakarsa sebegeimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
kepada Fimpinan DPRD dalam bentuk rancangar Perda  dizertai
penjelasan secara teriulis dan diberikan nomor polkolk vleh Sclaetariat

DFRD,

Faragral 2
Hak Mengajukan Pertanyzan

Fazal! B
Setiap Anggota DPRD  dapat mengajukan pertanyaan kepada
Pemerintah Daerah berkaitan dengan tagas, fungst, dan wewenang
DFRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
Jawaban terhadap pertanyszen Anggotz DPRD schagaimena dimaksud
pada ayat (1) diberilcan secara lisan ataw secara tertulis dalam tenggang

waktu vang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pazal 81
Sctiap Anggota DPRD datarn rapat DERD berhak mengajukan usul dan
pendepat baok kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan
DERD.
Usul dan pendapat scbagaimena dimaksud pada syat (1), disampaikan
dengan memperhatilcan e krama, ctika, moral, sopan santun, dan
kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih an Dipilil

Fasal 82

Bctiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Pimpinan
Alat Kelengkapan DPRLD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Faragrat 5
Hal Membela Trir

Pasal 83
Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpahy/janji dan Kode
Etk diberi kesemipatan untuk membela diri dan/atau  membernikan
keterangan kepada badan kehormatan.

Paragral 6

Hak Imunitas

Pasal 84
Anggots DPED mempunyal hak imunitas dan dilaksanakan sesuai dengan
Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerat.

Paragraf 7
Hak Mengilkuti Orientasi dan

Pendalaman Tugas

Pasal 85

(1] Anggota DFRD mempunyai hak unluk mengikubi orientasi pelaltsanaan
tligas schagal Anggota DPRD pada petmulasn masa jabatannva dan
mengikut pendalaman tugas pada masa jabatannya.

{2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilaliudean oleh
Pernerimtabh Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Sckretarist DPRD
provinsi, partai politik, atau pergruuan tinggi.

) Pendanaan untuk pelaksannan orientasi den  pendalaman tugas
Anggota DPRD dapat dibebankan pada penyelenggars,

(4] Sekretariat DPRD mengalokasikan anggaran untuk orientasi dan
pendalaman tugas melalul APBD.

(5] Pendalam tugas dapat berupa birmbingan tcknis, workshop, semingr,
kajian mater],

{5} Penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRED
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksenakan oleh Pihak
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsl, Sekrctariat DPRD
provinsi, Sekretariat DPRD Kabupailen Kulon Proge, partai politik, atau
perguiuan tinggi, atau pihak lain yang mempunysi kompetensi di
bndang tertent,
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Anggota DPRED melaporkan basil pelaksanagn crientasi  dan
pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada Pimpinan
Fralcsi.

Waktu pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas ditentukan oleh,

penyclenggara,

BAB VII
FERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD:

Baman Kesatu
Maza Persidangan

Pasal &6
Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/ianji
Anggota DPRD.
Tahun sidang dibagi dalam 3 {liga) masa persidangan,
dasza persadangan meliputi Masa Sidang dan masa reses, kecuali pada
rersidengan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, massa
reqes dittadalkan.
Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamasn  dengan
pelaksanasn tugas dan kewajiban DPRD vang diamanatkan oleh
peratutan  perundang-undangan, pelaksanaan  reses dilaksanalan
sctelah selesainya pelaltsanaan Migas dan kewajiban yang dismanatkan
dalam peraturan perundang-wipdsngan.

Pasal 87

Masa reses bagl DPRD dilaksanakan paling lama 6 fenam) Hari dalam 1
[zaty) kah reses.
Walitu pelaksanaan reses dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, dan
ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPR]D,
Sckretaris DPRD mengumumibsan agenda reses setiap Anggota DPRD
paling iambat 3 (iga) Hari sebelum masa reses dimulai melalud saluran
yang mudah diakses.
Masa reses Anggpota DPRD secara perscorangan atan  kelompok
dilaksanakan dengan memperhatilean:
8. Wakil reses Anggota Dewan Perwakilan Raloyat dan Anggota DPRD

Provingt pada daerah pemilihan yang sama;
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b. rencanz kerja Pemerintah Daerab;

c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan

d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembeniulkan Perda,

Anggote DPED wajib melaporkan hasil pelaksanasn reses kepada
Pinpinan DPRD melalui rapat paripurna, paling sedildt memuat:

a. waktu dan fempal kesjatan reses;

b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan

c. deolmmentasi peserta dan kegiatan pendulmung,

Anggota DFRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat {5}, tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

EBagian Kedua
Jemiz Rapat

Pazal 58
Jenis rapat DPRD terdiri atas:
a. rapat paripurna;
b. rapat Pimpinan DPRD;
¢. tapat Fraksi;
d. rapat konsultas:,
&, rapal Badan Musyawarah;
f.  rapat komosi;
g. rapat gabungan komisi;
h. tapat Badan Anggaran;
i. rapat Bapemperda:
rapat Badan Echormatan;
rapat Panitia Khusus;
rapar kerja;

et e

rapat dengar pendapat: dan

z

n. rapat dengar pendapat wmuam,

Rapat paripurna merpakan fornum rapat tertinggi Anggota DPRD vang
dipimpin oleh ketun atay wakil ketua DPRD.

Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para Anggota PFimpinan DPRD
yeng dipimpin oleh ketua atan waidl ketua DERD.

Eapat Frakst mempakan rapal Anpgrota Fraksi yang dipimpin oleh
pimpinan Fraksi.
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(5} Rapat konsultasi merupakan rapat antara Fimpingn DPRD deongan
Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelenglkapan DFRD vang dipimpin
oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

i0) Rapat Badan Musyawarali merupakan rapat Anggota Badan
Musyawarsh yang dipimpin oleh ketua ateu wekil ketua Padan
Musyavrarah,

[¥] Rapat komisi merupakan rapat Angeots komisi yang dipimpin oleh
letua atau wakil ketua komisi.

{3] Rapat gabungan komisi metupakyan rapat antar komisi yang dipimpin
oleh ketua atau wakil ketua DPRED.

(¢} Eapat Badan Anpparan merupakan rapat Anggota badan angsaran
yvang dipimpin oleh ketua atau walkil ketua badan anggaran,

(10} Rapat Bapemperdz merupakan rapat Anggota Bapemperda yang
dipimpin oleh ketua atan wakil ketua Bapemperda.

(11) Rapat BHadan Kechormatan merpakan rapat Angpota  badan
kehpimatan yvang dipimpin oleh ketua atau wakil ketna badan
kehormatan.

(12Z) Rapat Panitta Khusus merupakan rapat Anggota Panitia Khtisus vang
dipimpin oleh ketua alau wakil kchta panitia khusns.

(13) Rapal Ekerja merupakan rapet antare badan  angearan, komisi,
gabungan komisi, Bapemperda, atau Panitia Khusus dan Bupati atau
pefabat yang ditunpuk.

{14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat attara komisi, gabungan
komisi, Bapemperda, badan angparan, stau Panitia Khusus dan
Pemermmtah Daergl.

(15} Rapat dengar pendapat umum meripakan rapat antara komisi,
gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau Panitia Khusas
dan perseorangan kelompok, orpanizasi, atan badan swasta,

Pasal 20
(1] Rapat paripurna terdiri atas:
a. rapat paripuma untuk pengambilan kepuatusan;
b rapat paripuna untuk pengumman: dan
c. rapat paripurna lainnya.
(2) Rapat paripurga dapat dilaksanakan atas usul:
a. Bupati;
b. Pimpinan Alat Kelengkeapan DPRD; atau
c. Anggota DPRD dengan jumilah paling scdikit 1/5 [satu perlitna) dan
jumlah Angpoia DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
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Rapat paripurna diselengparakan atas undangan kettne atau wakil
ketua DFRD berdazarkan jadwal rapat vang telah ditetsplian oleh
Badan Musyawarah.

Rapat paripurna daiam rangka penyampaian rancangan Perda wajib
dihadiri oleh Bupati dan{atau Wakil Bupati.

Rapat paripurna dalam rangks pengambilan keputusan rancangan
Perda wajib dihadiri oleh Bupati.

Sebap rapat paripurna diawali dengan pembacaan telks Pancasila oleh
pimpinan rapat paripurna  ditimaken oleh seluruh peserta rapat
paripurna.

Pasal 40
Hasil rapat paripuma untuk pengambilan keputisan ditetapkan dalam
bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
Hasil rapat Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan
Pimpinan Alat Kelengkapan DPED.

Fasal 91
Sctiap rapat di DPRD bersifet terbuka, kecuah rapal tertentu vang
dinyatakan tertuiup.
Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan
secara terbuka.
Selain rapat DFRD sehagaimana dimaksud pada ayat [2), rapat DEFRD
dinyatakan terbuka atau tertutup cleh Pimpinan rapat berdasarkan
leesepakatan peserta rapat.
Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib
disampaikan oleh Pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali
rapat tertitup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
Pembicaraan dan kepufusan yang telah disepakati dalam rapat
tertutup untuk dirahasiakan, dilarang dinnmmbken ataun disampaikean
nleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik
SBetiap orang yang mehhat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan
atan keputizan rapal lertutup schagaimana dimaksud pada avat [6),
wajlb merahasiakannya.
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Pelangearan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat (6)
dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan kefenbgan peraturan
perundang-undangan.

Pasyal 92
Sctap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai undangan
vang disampailkan,
Undangan rapat DPRD disampaikan secara tertulis Jdan dapat
disampaikan melalii roedia ¢lekiconik [ paper less,
Angpota DPRD vang menghadirl rapat DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib mengsi tanda buliti kehadiran rapat.
Berdasarkan kebhijakan Pimpinan DPRED, rapat DPRD dapat dilakukan
secara daring dan/atau luring.
Tanda bukt kehadiran rapat secara. daring sebagaimana vang diatur
pada ayat {4), dapal melalui bukti elektronik berupa reliaman video
atan foto peserta rapat pada media rapal ondine resmi milik Sekretariat
DFRD.
Para undangan yang menghediri rapat DPRD, dissdiakan daftar hadic
rapat tersendiir,
Anggota DPRD yeng hadir apabila akan meninggalkan rapat, wajib
memberitahukan kepada Pimpinan rapat.

Bagian Ketiga
Wakiu dan Tempat Rapat

Pasal 93
Han kerja DPRD meliputi Hari Senin sampai dengan Har Jumat, serta
Hari lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan DPRD ini.
Hari libur DFRD ditetapkan pada;
a. Hari Sabtu dan Hari Minggu;
b. Hari libur nasional: dan
¢. Harm libur =selain Hari vang dimaksud pada hunat a dan b
yeng ditetaplkan sebagal Han libur oleh Pemerintab,
Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (2} deper ditetapkan
dan digunakan sebagai Har kerja dalam hal:
a. petalanan dinas dan/ atan kunjungan kerja vang
dimulai, dilaksanalean, atay berakhir pada Hari libur:
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b. rapat di dalam gedung atau di lnar gedung yang: cleh Pimpinan
DPRD, Fimpinan Fralksi, ateu Pimpinan Alat Kelenskapan DPRD
ditetapkan pada Hari hibur; dan

£, kondisi yang mengharuskan pelaksanaan tngas kedinasan DPRD
dilalcsanakan pada Han libur.

Pasal 94
Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
Dalam hal rapat DPRD tdak dapat dilsksanakan di dalam gedung
DFED, pelakzanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus
memperhatikan efisiens dan efektivitas serta diseavailtan dengan
kemampuan kevangsn Dasrah,
Eapat panparna hanyva dilaksanakan di uar gedung DPRD apabila
terjadi kondisi kahar.

Pasal 95
Fraksi, Alat EKelenglapan DFRD atau Pemerintah Daerah dapat
mengajukan usulan perubshan kepade Pimpinan DPRD mengenai
acara vang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai
perabahan wakhy maupun mengenal masalah yang alkan dibahas.
Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara
tertulls  dengan  menvebut  wakty dan maseleh vang  divsulkan
sclambat-lambatmya 2 {tipa) Han  sebelum  acara  rapat  yang
bersangkutan dilaksanaloan.
Pimipinan DPRED mengajuken usul perubahan, sebagaimana dimaksud
pada avat (1), kepada Badan Musyawarah untuk scgera dibicarakan,
Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang
usul perubahan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
Apabila terjadi perubahan waktu dalam Harl yang sama, memgadi
kewenangan Pimpinan DPRD untuk mengubalh waldna rapat.

Bagian Keempat
Undangan dan Pemangau Rapat

Pazal 96
UIndangan rapat terdir atas:

#, meteka yang buksn Angeota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRED
atas undangan Pimpinan DPRD; dan
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b. Anggota DPRD yang hadir dalam Rapet Alat Kelengkapan DERD atas
undangan Pimpinan DPRD dan bukan Anggota Alat Kelenpkapan

varg bereangkrtan.
Peninjau dan weartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD

tanpe undangan Pimpinan DFRD dengan mendapatkan persetujuan
tertulis dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan Abat Eelengkapan yang
berzangkitan,

Undangan dapat berbicarn dalam rapat aias persetujuan Pimpinan
Rapat tetapi tidak mempunyai hak suara.

Peninjon dan wartawan tidak mempunyai hal: suara daa tidak beleh
menyalakan sesuaty dengan perkatasn maupun dengan cara lain.
Untuk undangan, peninjau, dan  wartewsn disediakan lemmpat
tersendrri.

Undangan, peninjau, dan wartawan wajib mentaat tata tertib rapat
danfatau ketentuan lain yang diatur oleh DFRD.

Bagian Kelima
Tete Cara Rapat

Pasal 97
Rapat dapat dibulca oleh Pimpinan rapat.
Pimpinan rapat menutup rapat sctclah semua acara yang diterapkan
selegai dibicaralkan.
Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat behnm terselesaikan,
sedangkan waktu rapat felab berakhir, Pimpinan rapst menunda
penyelesgian acara tersebut untuk dibicaralian dalam rapat berikutnya
alan meneruskan penyelesalan acars tersebut atas persetujuan rapat,
Sebelum  rapat ditutup, Pimpinan rapat membaca  dan/atan
menyampaikan pokol-pokok keputusan dan/atau kesimpulan vang
dihasilkan aleh rapat.

Pasal Qg
Fimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan scsuai dengan ketentuan
peraturan tata tertib DFRD.
Pimpirnan repat berbicara selaku Pimpinan rapat untiik menjelsskan
magalah yang menjadi pembicarasn, menunjukkan duduk persoalan
yang scbenarnya, mengembelikan pembicaraan kepada pokok
persoalan dan menyimpulkan pembicaraan Angeota rapat.
Fimpinan rapat dapat berbicara selalnt Angpota rapat.
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FPazal 93
Bebelum berbicara, Anggota rapat vang akan berhicars mendaftarkan
nameanysa lebih dahaln,
Angeota rapat yang belum mendaftarkan namanya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidalt boleh Berbicara, kecuzli jilka menuruot
pendapat Pimpinan rapat ada alasan yang dapal diterima.

Pasgsal 100
(liran  berbicara diatur gleh Pimpinun rapat menomt  waritan
pendaftaran nama.
Anggota rapat berbicara di tempal yang tclah disedialan =etelah
dipersilahkan olebh Pimpinat rapat,
Seorang Afggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat gilican
berbicare dapat digantikan oleh Anggota rapat dar Fraksinya dengsn
sepengetahuan Pimpinan rapat.
Pembicaraan dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Paszal 101
Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya Angeola rapat berbicara.

Jika Anggota rapat berbicara melampaui batas wakho veng telah
ditentukan, Pimpinan rapat mompeoringatkan dan meminla agar

pembicaraan diekhiri,

Pasal 102

Fimpinan rapat aebap waktu dapal memberi kesempatsnn kepada

Anggota rapat melakukan interupsi unmalk ;

a. meminta penfelasan tentang pokok persoalan sebenarnya mengenai
masalah yang sedang dibicarakan;

b. menjelaskan =pal yang didalam pembicarasn menyvanglut diri
danfatau tugasnysa;

c. mengajukan usul prosedur mengena soal yang sedang dibicarakan;
atan

d. mengajukan usul agar rapat ditunda ik sementars,

Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melalukan

interupsi sebagaimana dimaksud pada ayaf (1), mempetingatkan Jdan

menghentikan pernhbicara apabila interapsi tidak ada hubungannva

dengan materi vane sedang dibicarakan.
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Terhadap pembicaraan sebagaimana ditmaksud pada ayat (1) huraf a
dan lnaraf b tidals diadakan pembahasan.

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1] humif ¢ dan bl d untuk
dapat dibehas harus mendapat persctujuan Aneggota rapat.

Fasal 103
Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokolr pembicarasn,
kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Fasat 1032,
Apabila  seorang pembicara menurut pendapat Pimpinan rapat
menyimpang dari pokok pembicaraan, Pimpinan rapat memperingatkan
dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

FPasal 104
Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-
kEata jang tidak layak, melaltukan perbuatan yang menggangge
ketertiban rapat, atan menganjurkan untuk melakukan perbuatan
yang bertentangan dengan hukum
Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan
perbuatan pembicaraan sebagaimana dimaksud peda ayat (1), dan atauw
memberikan kesempatan kepadanys untuk menarik kembali kata-
katanya dan menghentikan perbualannya
Apuinla pembicara memenuhi permintaan Pimpinan sapat, kata-kata
pembicara sebagaimana dimalesud pada ayat (1) dianggap tidak pernzh
divcapkan dan tidak dimuet dalam tisalah atau calatan rapat.

Pasal 105

Apabila seorang pembicara  tidak  mengindahkan peringalan
sebagaimana dimalksud dalam pasal 105, Pimpinan rapat melaratg
pembicara tersebut menerizkan pembicaraan dan perbuatannya.
Apabila larangan sebagsimana dimaksud peda ayat (1), masib juga
tidak dundahkan oleh yeng bersangkutan Pimpinan rapat merinta
kepada yang bersanglitan meninggallean rapual.

Apabila pembicara tersebul tidak mengindahken permintaan
sebagaimena dimak=ud pada avat (2), pembicara tersebut dileluarkan
dengan pakaa dan ruang rapat atas permintsan Pittipinan rapat.
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Pagal 106
Dalam bl Rapat sedang berlangsung, Jdan terjadi keadasn memaksa
dan berpotensi menimbulkan gangguan dalam jalannya rapat, maka
Flmpinan DPRD, Pimpinan Fraksi dan Pinpinan perperintah daerah
dapat mengusulkan perubahan acarg
Usul sebagaimana dimaksud pada ayal (1), Pimpinan rapat dapat
mengambil keputusan untuk menunda rapat

Bagian Kecnam

Rizalah Rapat

Pasal 107
Untuk setiap Rapat Paripurna, dibuat risalab vang ditandatangani oleh
Pimpinan rapat.
Risalah adalah catatan rapat paripurna vang dibuat secara lenglkap dan
hetis seluruh fjalannya pembicarasan vang dilakukan dalam rapat serta
dilengkapi dengan catatan tentang .
4. jenis dan sifat rapat;
L. Han dan tanggal rapat;
tempat rapar;
acara rapat,;
walkihu pembukaan dan penutuparn rapat;
Pimpinan dan sekretarisa;
jumlah dan nama Anggota vang menanda tangani daftar hadir; dan
undangan yarg hadir,
Sekretans rapat scbagaimana dimaksud pada ayat {2) hwraf { adalah
Sekretaris DPRD ateu pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD vang
ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.
Pimpinan, 3ckretaris rapat menyusun risalah untik dibagikan kepada
Anggota dan pthak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

oo ot omn

Pasal 108

Dalam setiap rapal DPRD kecuali Rapat Paripnma DPRD, dibuat
catatan dan laporan singkat yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat
yang bersangkutan.

Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, memuat pokok
pembicaraan, kesimpulan dan atau keputusan yang dibasilkan dalam
rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan
catatan tentang ha! sebagaimana dimaksud dalam paszat 108 ayat [2).
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Laporan singkat, scbapamimansz: dimaksgd pada agat (1) memuat
kesimpulan dan atan keputusan rapat,

Pesal 109

Finpinan, Sekretaria rapat secepainya menylsun laporan singlkat dan
catatan rapat sementara untuk segera dibagiken kepada Angeota dan
pihak yang bersanglutan setelah rapat, sebagaimana dimaksud dalam
pasal 104 avat [1) selesai.

Setiap Anggota dan pihal yang bersanpkutan diberi kesempatan untulk
mengadakan koreksi terhadap catalan rapal semnentars dalam wakta 2
(dus) Hari sejak ditehmanya catatan rapat scmentara tereebut dan
menvampalkannya kepada Pimpinan rapat yang bersangkutan.

Pagal 110
Dalam risalah, catatan rapat dan laporan singkat mengenai rapat yang
bhersifat tertutup, harus dicanttiumkan dengan jelas kata "Rahasia”™
Rapat yvang bersifat tertump dapat memmatuskan bahwa suata hal vang
dibigaralan dan afs diputaskan dalam rapat ito tidal: dirmasukkan
dalam risalah, catatan rapat dan atau laporan singhkat.

Bapan Keluguh
Pengambilan Keputusan

Pasal 111
Pengambilan keputusan dalam rapat DPRLD} pada dasarnya dilakubkan
dengan cara musyawatrah untuk mufalat,
Dalam hel cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tdak tercapai, kcputusan diamial berdasarkan  suars

terbanyalk.

Pazal 112
Sctiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi
kuioturmn.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dikecualiken bagi
rapat DPRD yang bersifat penegumuman.
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Paoal 113

Rapat paripurna memenuhi Kuorum apabila:

a. dihadier oleh paling sedikat 3/4 {tiga perempat} dan jumlah Anggota
DFRD untuk mengambil persetujuan atas pefaksanasn hak angket
dan hak menyatakan pendapat aerta untuk mengambil keputuasn
mengenai usul pemberhentian Bupati dan atau wakil Bupati;

b. dihadiri ¢leh paling sedilat 2/5 (dua pertiga) dar jumlah Anegota
CPFD unfuk memberhentikan Pmpinan DPRD serta untuk
menctapkan Perda dan APBD; atau

<. dihadirf oleh lebih dan 1/2 (satu perdua) jumlah Angpota DPRD
untuk rapat paripurne selain rapat eebegaimana dimaksud dalam
huruf a den huruf b,

Keputusan rapat paripuma schagaimana dimaksud pada ayat [1}

dinyatakan sah apabila:

8. digetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua peridga) dand jumlah Anggaty
DFED yang hadir, untuk rapat scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a;

b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD
vang hadir, untuk rapat sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) hunef
b; atan

c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana
dimalksnd pada avat {1) oo c.

2} Apabils kuorim, sebagaimans dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi,

4]

[

Pimpinan rapat membuks sekaligns menunda rapat paling banyak 2
{dua) kali dengan tenggang wakiu masing-masing tidak lebih dari 1
{saty) jam.

Apabila pada akhir waktu penundasn rapat sehagaimana dimalksud
pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga
terpenuhi, Pimpinan rapat deapat menunda rapat paling lama 5 ftiga)
hari atau sampai waktu yang ditctapkan oleh Badan Musyawarah.
Apabila setelah perundaan scbagaimana dimaksud pada ayat (4
kucrum sebagaimana dimaksud pada avat (1) belum juga terpenuhi,
terthadap ketentuan sebagaimana dimeksud pada ayat {1] hurad b
untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan
penyelesaianmya  disershkan  kepada Gubernur sebagai  walkii
Pemerintah Pusat.
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%) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada avat (4),
laorum sebagaimana dimaksud pada avar (1] belum juga terpenuahi,
terhadap ketentuan scbagaimana dimaksud pada avat (1) huruf c,
pengatmbilan  keputusan diserahkan kepads Pimpinan DPRD dan
PFimpinan Fraksi.

() Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan
Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (§) dilalookan
dengan musyvawarah untuk rmafakat.

(8] Dalam hal musyawarah untule roafakal scbagaimana dimaksud pada
ayat (7) tidak tercapsi, keputusan diambil berdasarkan suata
terbanyalk,

{=] Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat vang
ditandalangani cleh Pimpinan rapat,

Pazal 114
Setiap keputusan rapat DPRD, balk berdasarkan musvawarah untuk
mlfakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupalkan kesepaloatan
untuk ditindaklanjuti oleb semua pihak yang terkait dalam pengambilan
keputusan.

BAR VIII
PAKAIAN DAN ATRIBUT

FPasal 115
(1) Dalamm menghadiri Rapat Paripuma, Pimpinan dan Anggota DPRD
mengenakan pakaian:
8. pakman sipill harian dalam bal rapuat pardpurmna pengumuman dan
tidak untuk mengambil keptitusan DPRD: dan
b. palaian sip)l resmi dalam hal rtapat direncanalkan untak
mengambil keputusan DFRD.
(2] Dalam hal rapat paripurna yang bersifat Khusus atau acara tertenha,
Pimpinan dan Anggote DPRD mengcnakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
dan pakaian nasional atau palaian daerah, tradisional.

Pasal 115

Dadam hal melakukan kunjungan kerja:

4. untuk kunjungan kerje ke dalam dacrah atau peninjavan lapangan
Pimpinan dan Anggots. DPRD dengan menggunakan pakatan sipil harian
atay pakeian dinas harian lengan panjang;
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untuk kunjungsn kerja ke [nar daerah Pimpinan dan Anggota DPRD
dengan meng@maltan bebas rapi, atau batik, atau batk khas daerah,

Pazal 117
Dalam melalksanakan kegialan Pimpinan dan Anggota DPED wajib
memakas  atribul berupa nama dan loge vang ditempel pade
pakaiannya.
Logn DPRD dibuat menyesuaikan dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangar.,
Logo sekurang larangoya memuat padi, kapas, dan pita serta
bertulizkan DPRD Kabupaten Kulan Progo.

BAB IX
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN
ANTAEWAKTU, DAN FEMBERHENTIAN

EBagian Kesatn
Pemberhentian antar-walka

Pasal 118

Anggota DPRD berhenti antarwakiu karena:

a. meningpal dunia;

k. mengundurkan diri; atau

¢. diberhentan.

Mengundurkan din sebagaimana dimaksud pads ayat (1) huaf b

ditandsi dengan surat pengunduran diri dar yang bersangkutan, mulai

berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangan: surat pengunduran diri
atau terhitung sejak tanggal yvang dipersyaratlan dalam ketentuan
peraturan pemndang-undangar.

Anpgota DPFRD diberhentiken sntarwalcu schapaimana dimalesiyd pada

ayat (1} huruf ¢ jika:

a. tidak dapat melaksanakan tugas sccara  berkelanjuten atau
berhalangan tetap sebagai Anpgota DPRD =selama 3 (tiga) bulan
berturut-turut tanpa keterangan apa purn,

- melanggar sumpah /jangi dan Kode Etik;,

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hulum tetap karena melakukan  tindalk
pidana yang diancam dengan pidana petjara 5 (lima) tahun ataw
lebih,



- 50 -

d. tidak menghadiri rapat paripurmz dan rapat Alat Eelengkspan
CPRED vang menjadi tuges dan kewajibannya sebanyak & fenam)
kalil berturut-horuat tanpe alasan yang sah;

e. dinsulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentilan peraturan
perundang-undangan;

[. tdalk lagi memenuhi syarat sebagai calon Angsota GPRD sesuad
dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan mengena
pemilihan umim;

E. melanggar Ketemtuan larangan  scehagaimana  diang:  dalam
peraturan perandang-undangan;

h. diberhentikan scbagai Anggota partal politik sesuai  dengan
ketenituan peraturan perundang-undangan; atan

i. menjadi Angpote partai politk lain.

(4] Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hortnat karena alasan
schagaimana dimaksud pada ayat (3} hurof b, hurd e, humf § atau

huruf g.

Pasal 119
Pemberhentian Anggota DPRD schagaimana dimaksud dalam Pasal 118
ayet (1} Inaf & dan huraf b serta ayat (3) huraf ¢, haraf e, oaf b, dan
huruf i diusulkan cleh Pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD
dengan tembusan kepada Gubernur sehagai wakil Pemerintaly Pusat.

Pasal 120

(1) Paling larna 7 (tujub) Hard terhitung sejak diterimaniya  usul
pemberhentian  sebagaimana dimaksud dalatn Pasal 120 Pimpinen
DPRD menyampatkan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada
Gubernur sebagal waldl Pemerintah Pusat melaluyi Bupati untuk
memperaleh peresmian pemberhentian,

(2] Apabila setelah 7 {tujuh) Hard Pimpinan DPRD tidak mengusilian
pemberhentian  Anggota DPRD  kepada Gubernur schagai wakil
Pemerintah Pusat, Sekretatis DPRD melaporkan proses pemberhentian
Anggota DPRD kepada Gubermur sebagai wakil Pemerintah Pusat
melaiui Bupati,

(3] Paling lama 7 (fpguh] Har  terhilung sejak diterirnanya usul
pemberhentian sebagaimaneg dimaksud pads ayat (1) atan laporan
sebagaimana dimaksud pade aval {2), Bupati menyampaikan 1sul
pemberhentian tersebut kepada gubernur schagai wakil Pemerintah
Pusat,
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Dalare hal Pimpinan DPRD tdak mengusulkan pemberhentian Angegota
DPRD sebagaimana dimalsind pada ayet (1) dan Sekretans DPRD aidak
metaporlian  proses pemberhenlan Angeota DPRD  sebagaimana
dimelsud pada ayat (2), Bupatd menvampaikan usulan pemberhentsn
kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusal.

Apehila setelah 7 {mjub] Hari Bupati tidak menyampaikan usul
pemberhentian Anggota DPRD sebagaimans dimaksud pada avat [3),
Fimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota
DPED kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 121
Penerbitan keputusan pemberhentisn Anggota DPRD oleh Gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat dilaksanaksn sesuai dengan kelentuan
peraturan perandang-undangan,
Perestmian pemberhentian Angeota DPRD mulai berlakn terhitung sejak
tangeal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,

kecuali untuk peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimeana
dimaksud dalam Pasal 115 agyvat [3) humif ¢ mulai berlaloo terbitung

sejak tanggal putusan pengadilan memperolch kelatan hukum tetap.

1’azal 122
Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian Anggota
DFRD sehagaimana dimaksud dalam Pasal 121 berlaka secara muratis
mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian Angeota DPRD
vang dinyatakan bersalah mclakukan tindak pidana berdasarkan
putusan pengadilan vang telah berkeluatan hukum tetap.
Apabila dalam jangka waktu 4 (empet belas) Hard terhitung sejak
lerbitnya putnsan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
Guberrur sebagai wzkil Pemerintah Pusat belum menerima usulan
pemberhentian Anggota DPRED sebagaimana dimeksud pada ayat (1),
Gubernur =ebagai wakil Pemerintah Pusat memberhenbkan Anggota
DFPRD,
Apabila dalam jangka waktu 14 jempat belas) Hard terhiting sejak
terbitnyva putusan pengadilan yang telah berkelatan huloam tetap
Gubermir scbagai weltll Pemerintalh Pusat belum memberhentikan
Angeota DPRD  sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Menteri
memberhentikkan Anggota DPRD,
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Pazal 123

Dalam hal Angeota DPRD mengundurkan din dan Pinpinan partai politik
lidak menpusulkan pembethentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam

waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung zejak vang bersangloutan

metgajukan pengunduran dirinya =cbagai Anpgota DPRD, Pimpinan DPFRD

mencruskan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernnar sebagad

walkil Pemermtah Puzat melallid Bupati untuk mempercleh peresmian

pemberhentian.

(1)

(2]

{1}

(=)

Pazal 1249
Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sehagaimans dimaksud
dalam Pasal 11& asat {3) haraf a, huaf b, haraf &, hanaf 1 dan haood
g, dilakukan sesuai dengan Undang-Undoang mengenad Pemetintaban
Daeral.

Peresmian pemberhentian Anggota DPRD sehagaimeana dimsaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Gubermur sebapai waldl Pemerintah Pusat

paling lama 14 (empet beles) Hari terhitung sejak diterimanya
keputusan Badan kehormeatan DPED atau keputusan Pimpiman partai
pohtilk tentang pemberhentian Angpotanya dar Bupati.

Bamian Kedua
Penggantian antar-Wakin

Pazal 125

Anggota DFRD yang berhent antarwalttu sebagaimana dimelsud
dalam Pasal 11& ayat (1) digantikan cleh calon Anggota DFRD yang
mempercleh suara terbanyal uriatan berikntnya delam daftar perioghkat
perglehan suara derl partai politik vang sama pada daerah pemmlihan
Yang sarma.

Dalam hal calom Anggota DPRD vang mermperoleh suara terbanyal
urutan  bertkutnya  scbagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)
mengundurkan dird, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syaral
sehagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimansa dimaksud
pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD jang memperoleh
suara terbanyak urutan berikutiya dari partai politik yang sama pada
Daerah pemilihan yang sama.
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Dalam hal terdapat masalab kepengurusan ganda partai politils, usulan
calon Angegota DPRD vang ditindaklanjuti adalabh kepengurisan partai
politik vang sudah memperoleh putuzan mahkamal partai atey
sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perindang-undangan
tentang partai politik,

Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau
sebutan lain sebagaimana dimaksed pada ayat (3), kepengurusan
partai politik tinglat pusat yang dapat mengusulkan penggantian
merupakan  Kepengurussn  yang sudah  mempercleh putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekoatan hulum  tetap dan
didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undatgan
temitaniy partal politik.

Pasal 126
Pimpman DPRED menyampaikan nama Angegota DPRD  yang
diberhentikan  antarwaktu dan  meminla nama  calon  penggant
antarwakri kepada Kornisi Pemilbhan Umum Daevah yang ditembuskan
kepada Komisi Pemilihan Umurn Republik Indonesia.
Nama calon penggani antarwakin disampaiken oleb Komisi Pemilihan
Umum Daerahi kepada Pimpman DFRD paling lambat 5 (lima) Hani
terhitung sejek surat PFimpinan DPED diterima.
Faling lambat ¥ [(tuyuh) Han tcrhitung scjak meonerima nama calon
peneganti - antarwalkin  dari Komisi  Pemuliban  Urmum Dacrah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Punpinan DPED menyvampaikan
nama Anggota DPRED yang diberhentikan dan nama calon pengpanti
aniarwakiu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalul
Bupati.
Faling lambat 7 {tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama Angpota
DPFRD yang dibéthenlikan dan nama calon pengepant antarwakin,
Bupati menyampaikan nama Anggota DPRD vang diberhentikan dan
nama caelon penggantt antarwakin kepada Gubernur sebagai walkil
Femerintah Prasat.
Paling lambat 14 fempat belas) Han lerhitung sejak menerima nama
Anggata DPRD yuang diberhentikan dan nama calon  penoganti
antarwaliu dari Bupati, Gubemur zebagai walil Pemerintah Pusat
meresmikan pemberheptian dan pengangkatannys denpan keputusan
Cubernur sebagal wakil Pemerintab Pusat,
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Dedam hel Bupati tidak menyampaikan pengganban antarwakiu
kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintzah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat {5), Gubernur sebagai wakil Pemenintah Pusat
meresmikan penggantian antarwaliu Anggota DPRD berdasarkan

pemberitahuan dari Pimpinan DFED,

Pasgal 127
Angoota DPRD pengpant arlarwaktu Pimpinan memjadi Angpots pada
Alat Kelenglapan Anggota DPED vang digantikannya.
Masa jabatan Anggota DPED penggant antarwalin melamjutkan sisa
masa jJabatan Anpgpota DPRD yang digantikannya.
Pengpantian antarwakiu Anggola DPRD Llidak dilaksanakan apabila
zmign masa jabatan Angeota DPFRD vang digantikan kurang dari 6 (#nam)
bulan.

Paszal 128

Calon Anggpota DPRED pengganti antarwaktu hams memenuhi

persyaratan sebagaimane persyaratan bekal calon Anggota DPRD

sesyal dengan Undang-Undang mengenai pemiliban 1amum.

Belam memenuhi persyaratan scbhbapaimana dimaksud pada ayat (1),

partx pohbk pengusung calon Anggota DPRD pengeanti antarwalctn

tidalk dalam sengketa partai politile.

Pemenuhan persvaratan scbagaimana dimaksnd pada ayat (1) dan

ayat (2] dibuktikan dengan melampirkan kclengkapan administratif

sebagaimana kelenglkapan administratif bakal calon Anggota DFRD
sesual dengan Undang-Undang mengenai pemilihan wnum  dan
melampirkan:

A surat keteranpgan tidale ada zengketa puarta polink dari mahkamah
partai atau sebutan lein danfaten pengadilan neget setempaat;

k. surat usulan pemberbentian Angpota DPRD dari Pimpinan partai
politik disertai  dengan dokumenr pendukung scsual  dengan
ketenluan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran
dazar dan anpparan rumah tanges Fartai polidk;

. tokopl daflar ealon tetap Anggota DPED pada pemiliban umuam
vang dilegalisir sleh Komisi Pemilihan Umum Daerah; dan
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d. fotockopl daftar peringkat perolehan suara partai politik yeng
mengusulkan  penggantian  aniarwaktu  Anggots DPRD  wang
dilegalizir oleh Komisi Pemilihen Ummum Daerah,

(4] Kelengkapan admmistratif penggantian antarwaktn Anggota DPRD
diverilikasi oleh unit ketja di masing-masing lembaga/instansi =esuei
kewenangannys.

Pasal 124

(1]  Anggota DPRD pengganti antarwaktu scbelum memanglku jabatannya,
mengucapkan sumpah fjanji yang dipandu olch Pimpinan DPRD dalam
rapat paripurna,

(4] Pengucapan sumpah/janji schagaimana dimeksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hard terhitung scjak
diterimanysa keputusan perssmian pengangkatan sebagali Anggota
DFPRD.

(3} Ketentuan scbagaimana dimeksud dalam Pasal 28 sampai dengan
Pasal 29 berlaku dalam pengambilan sumpah/fjanji Anggota DPRD
pengrant antarwalkig.

Bagran Ketiga
Pemberhentian Angoota DPRED

Pasal 130
Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:
a. menjadi terdakwa dalam perkars tindak pidana umum vang diancam
dengan pidana pemjara paling singkat 5 (limaj talwn; atan
b, menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pazal 131

{1} Pemberhenuan scmentara Anggota DPRD scbagaimena dimaksod
dalam Pasal 130 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupali,

(2] Apabila setelal 7 {tuluh) Hari terhitung sejak Anggota DPRD ditetapkan
scbagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 Pimpinan
DPRED tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD
melaporkan status terdakwa Anggota DPRD kepada Bupati.
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Bupati berdasarkan laporan Sekretans DPRD sebagaimana dimalceud
pada avat (2] mengajukan uvsul pemberhentian sementara Anggota
DFRD kepada Gubernur sebagai walzil Pemerintah Pusat.

Chubemur scbagal wakil Pemerintah Pusal memberhentikan ssmentara
sebagai Anggota DPRD atas usul Pupatl sebagaimana dimaksud pada
avat [1] den avat (3.

Dalam hal Bupat tidak mengusulkan pemberhentian sementara
schagaimana dimaksud pada ayat {1) dan aeal [3), Gubermar sehagaa
wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara Anggota DPRD
berdasarkan repister perkars pengadilan negerd.

Pemberhentian sementara sebagaimana dimeksud pada ayat (s} dan
avat (5} mulal berfalnn  terhitung  sejak ranggal Anggota DPRD
ditetaplkan sebaga! terdalora.

Pasal 132

Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudulkan
gebagal Pimpinan DPRDE, pemberhentian scmentara sebaga Anggota
DPRD diikuti dengan pemberhentian semenlara sebhagai Pimpinen
CPRD.

Dalam hal Fimpinan DPED diberhentilkkan sementara sebagaimana
dimabsud pada ayat (1}, partei pelitik asal Pimpinan DPFRD yang
diberhentikan sementara mengusubkan kepada Pimpinan DFRD salab
seorang Anggota DPRD vang berasal dari partai politik tersebut untuk
melaksanakan tugas Pimpinan GPRD yang diberhentikan sementara.

Paszal 123

Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbulkti bersalah  karena
melakikan tindak pidana scbapsimans dimalesad delermn Pasal 130
berdasarkan putusan pengadilan vang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, Anggeta DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai
Anggota DPRD.

Pernberhentian Angpota DPRD scbagaimans dinaksud pada ayal (1}
dilalukan atas usulan Pimpinan partai politik paling lama 7 [tujuhy)
Hari terhatunp eejak tanpgal putusan pidana mempercleh keltuatan
hukim tetap.
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Dalam Hari setetah 7 {tuwjuh) Hari sebagaimeana dimaksud pada ayat (2)
Pimpinan partai polibk tdak mengusulkan pemberhentian Anggota
DPED, Pimpinan DPRD mengusulian pemberhentian Anggota DPRD
kepada Gubernur sebagai walkil Pemenntah Pusat untuk DFRD tanipa
usulan partad politibnya.

Gubernur zebagal waldl Pemerintah Pusat memberhentilkan Angpoia
LPRD atas usul Pimpiman DPRD.

Pemberhentian sebapsimana dimaksud pada ayet (1) nralai beriakm
terhitung =ejak tangeal putusan pengadilan memperoleh kebuatan
huloum tetap.

Dalamm hal Anpgpota DPRD dinyatakan tidak terbukt melakulian tindal
pudana schagaimana dimaksid dalam Pasal 131 berdagsarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekastan bukum tetap, Anggota
DFED yang bersangkutan diaictilican kembali apabila masa jabatanngya
belum berakinr.

Pasal 124
Anggota DPRD yang diberhentikan semenlara tetap mendapatkan hak

keuangan tertentu.

Hak keuangan terteniu sebagaimana dimaksud pada avat (1) mebputi
uang representasi, uang paket, mnjangan keluarga dan tunjangan
beras  serta  tumjangan  pemeliharaan  kesehatanr sesuni  dengan
ketentuan perundang-undangan.

BAB X
FRAKSI

Pasal 135
Untuk mengoptmalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang
DFRD serta hak dan kewsjiban Anggota DFPFRD kabupaten/kota,
dibentuk Fralosi sebagad wadah berhimpun Anggota DPRD.
Fraksi DPRD dibeniuk paling laoma 1 (satu) bulan sctelah pengsucapan
sumpah fjanji Anggota DPRD.
Setiap Anggota DPRD haris memgadi angpota salah satu Fraksi,
Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit samma dengan
jumlah komisi di DEPRD.
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Fartai politik yang jumlah Anggotanya di DPRD mencapai ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3] atau lebih dapat membentuk ]
{satu} Fraksi.,

Partai polink harus mendudukkan seluruh Anggotarnga dalam 1 [zatu)
Fralksi yvang sama.

Partai politik yang jumlah Anggotanya di DPRD tidak memenubi
ketentuan sebagaimana dimalsiid pada ayvat (3), Angeotanya dapat
bergabung dengan Fraksi vang ada atau membentuk paling banyak 2
{dua) Fraksi gabungsan.

Fembentulkan Fraks: dilaporksn kepada Phimpinan DPRD untuk
divmumban dalam rapat paripurma.

Permndahan keanggotaan datam Fraksl pabungan dapat dilelukan
paling singkat 2 {dua) tahun & jenam) bulan dengan ketentuan Fraksi
gabungan scbeiumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
Dalam menempatkan Anggotanya pada Alat Kelengkapan DPRD, Fraicsi
mempertimbangkan latar belakeng, hompetensi, pengalasiman, dan
beban kerja Angeotanya.

Pasal 136
Dalam hal jumlah Anggota Fraksi lebih dari 3 {tiga) orang, Pimpinan
Fraksi terdiri atas kebaa, wakil kelua, dan seloetaris yang dipilih dard
dan olelh Anggota Fraksi.
Dalam hal jumlah Angpota Fraksi hanya 3 [tiga) orang, Pimpinan Fraksi
terdiri atas ketua dan sekretatis yvang dipilih dar dan olsh Anggota
Fraksi.
Pimpinan Fraksi vang telah terbentul sebagaimansa dimaksud pada
ayvat (1} dan avat [2) dilaporkan kepada Pimpinan DPFRD untuk
diumumban dalam rapat paripurna.

Pasal 137
Fraksi mempunyai Sekretarial,
Sckrctariat  Fraksi mempunyai  fugas  membanlu kelancaran
pelalzsanaan tugas Fraks:.
Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan Tenaga Ahh
guna kelancaran pelaksanasn tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan
dan dengan memperhatikan kemampuan APED.
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Pasal 138

Setiap Frakrsi dibantu aleh 1 {satu) orang tenaga ahh.
Tenaga Ahli Fraksi paling sedikit memenuhi perayaratan:
a. berpendidikan paling rendah strata satu (81) dengan pengalaman
kerja pabing singkat 3 (tiga) tahun;
- menguasai bidang pemerintahan; dan
€. menguass agas dan fungsi DPRD,

Pagal 139

Dalam rangka pelaksanaan tuges sebagaimana dimalesud pasal 138
ayat (1) dan ayat {2}, fraksi dapat dibantu oleh staf fraksi
Jumlah Staf Fraksi disesuaikan dengan beban ketja fraksi dengan
ketentuan:
A jumlah angeots fralksi 4 sampai dengan 14 arang, Staf Fraksi 1

GrHDg
b. jumlab anggota frabesi lebih dari 10 orang, Staf Fraksi 2 orang
Stal Fraksi sebagaimana dimakeud wyat (1) dianir dengan Keputusan
Sekretaris DPRD,

Pagzal 140
Fraksi wajib mempublikasilcan laporan kineria tahuman yang memuat:
2. pandangan atau sikap Fraksi terbadsp sehuuh  kebitakan yang
dhambil  terkait pelaksanaan  fungsi pembentukan Perda,
pengawasan, dan anggaran; dan
b. aspirasi atave pengaduan masyarakat dan tindak lanjut vang belum,
sedang, dan telah dilalmikan Frakai..
Laporan  kinetja Fraksi  sebagaimuna  dimaksud pada  ayat (1)
merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada konstituen dan
masyarakiat yang hams dipublikasikan i media publikasi DPRD
dan/atau media lokal.

BAE XI

FPENGANGHEATAN DAN PENGESAHAN WAKIL BUPATI
MENJADI BUPATT

Pasal 141
Lialam hal Bupat berhenti karena;
4. meninggal dunia;
L. permintaan =endiri; atau
c. diberhentkan:
maka Waldl Bupeati menggantikan Bupati.
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DFRD menyampaikan usulan penganghkatan dan pengesahan Waldil
Bupati menjadi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Menteri Dalam Megeri melalyi Gubernur untuk diangkat dan disahlkan
sebagai Bupat:.

Dalam hal DPRD fidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud
pada ayal {2) dalam wakty 10 fgepuluh] Heri kerja terhitung sejak
Bupati berhentl, Gubernur menyvampaikan usulan kepada Menterl dan
Menteri berdasarkan usulan Gubernue mengangkat dan meneesablkan
Wakil Bupati sebagail Bupati.

Dalam hal Gubernur Udak menyampaikan ustlatn  sebagaimana
dimaksud pada ayat [3) dalam wakty 5 (lima) Han terhitung sejak
diterimanya usulan dari DPRP  kepada {Subermmur sebapaimana
dhtnaksud  pada  ayet (2] Menteri  berdasackan usulan OPRD
menganglat dan mengesahlean Walil Bupati sebagai Bupati,

Dalam hal Gubermur dan DPRD tidak menyampeilan 1sulan
sebagainmana  dimeksud peda ayat (3) dan ayat (4, Menteri
mengesahlkan  pengangkatan Waldl  PBupati, memadi Bupai
berdasarkan:

a. Surat kematian;

b. Surat pernyataan pengunduran din dar Bupat; atan

. Keputusan pemberhentian,

BAB Xil
PEMILIHAN BUPATT DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI
ANTARWALTU

Bagian Kesaia

Umuam

Paragraf Kesatu
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 142
Dialam hal Bupat dan Walkil Bupal secara bersama-sama tidak dapat
menjalankan tugas karena alasan scbagaimana dimaksud dalam Pasal
141 ayat (1), dilakukan peogisian jJabatan melalui mekanisme
pemilihan oleh DPRD,
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Partai Politik atan gabungan Partal Politik pengusung vang masih
memiliki krsi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada
CPRD untuk dipilih.

Dalam hal Partai Politik alay gabungan Partai Palitik pengusung tdalke
memiliki kursi di DPRD pada saat dilalukan pengisian jabatan Bupat
dan Walkil Bupati, malka Partai Politik atau gabungan Partai Polibk
vang mermiliki ursi di DPRD mengusulkan pasangan calon paling
sedikit 20% [dus puluh persen) dari jurnlah kursi

Dalam hal Bupati dan Waldl Bupati vang berasal darn perseorangan
5ecara bersama-sama tidale dapat menjalankan tugas karena alasan
sebageimana dimaksud dalam Paszal 141 ayat (1), dilakukan pengisian
Jabatan melahii meksnizsme pemilihan oleh DPRD, yang calonnya
divsulken oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yeng
memiliki kursi di DFRD paling sedilat 20% (dua pualuh persen) dan
jumlah kursi.

DPRD melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2], ayat (3), dan ayat (4] berdasarkan perolehan suara terbanyak,
DPRD menvampaalean hasit pemilihan Bupati dan Waldl Bupati kepada
Menteri melalui Cubernur.

Dialarn hal sisa masa jabatan kuesng des 12 idelapan belas) bulan,
Menteri menctaplkan penjabat Bupat.

Mekanisme pengizian jabatan melalni Dewan Perwakilan Eakyat
Daerah sebagaimena dimaksud pada ayat (1), ayat {2), ayat {3), avat
(4], ayat (3), dan ayat (6] dilaksanakasn =zesuai dengan ketentuan
peratitan perundanpg-undangan.

Paragraf Kedua
Femilihan Wukil Bupati

Paxal 143
Dalamn  hal Wakil Bupalli berhenti karcna meninggal  dunis,

permintagan sendiri, ateu diberhentikan, pengistan Wakil Bupati
dilakulzan melalui melamsme pomilihan oleh DPRD berdasarken
usilan dan Partai Politik atau gabungan Pariai Politik pengusung.
FPartaa Pobitik atail gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2
{dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD melalui Bupati untuk
dipilih dalam rapat paripurna DERD.
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Dalam hal Waki]l Bupati berasal dari calen perscorangan berthenti
karena meninggal dumia, permintasn sendiri, atau diberhentikan,
pengisian Wealdl Bupati dilaluban melaiul mekamsme pemilihan

masing-rmasing oleh DPRD berdasarkan usulan Bupati.
Pengisian kekosongan jabatan Waldl Bupati dilakukan jika sise masa
jabatannya lebih dari 18 (delapan belas] bulan terhitumg sejak

losongnya Jabatan tersebut.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Bupati dan walkil Bupati atau wakil Bupati dan

Penyampaian Kelengkapan

Pasal 144

Setap warga nepara berhall mempereleh kesempatan yang sama untuk
mencalonkan diti dan dicalonian sebagai Calon Bupati dan Calon
Wakil Bupafi, atau Calon Walal Bupaf,

Cualom Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Wakil Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) harus memenuhi persvaratan

sebeagai beriloat:

a.
b.

bertalwa kepada Tuhan Yung Maha Esa;

setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Megara Republik
Indonesia Tghun 1945, cita-cita Prolkdamasi Kemerdelaan 17
Apnstus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atan
sederajat;

berusia paling rendah 25 (dua puluh hima) tahuan,

mampu secara jasmani den mhani berdasarkan hasll pemenksaan
kegehatan menyelaruh dard Gm;

tidak pernah schagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan
veng telah mempunyal kelpatan hukum tetap atau bagl mantan
terpidana lelah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada
publik Bahvwa vang bersangloitan mantan tecpidana;

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan
yang lelah mempunyal Kelkuatan huloun tetap;

tidalk pernah melalkuican perbuatan tercela yang dibuktikan dengan
surat keterangan catatan kepolisian,

menyerahlan daftar kekayaan pribadi;
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j. tidak sedang memilild tanggungan utang secara persecraLgal

dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabinya
vang merugikan keuangan negara;

k. tidak sedang dinyataltan pailit berdasarlan putusan pengadilan
vang telah mempunyad kekuatan nxlnam tetap;

1. memilikd Nomor Pokolk Wajibh Pajak dan memilili laporan pajak
pribeadi;

m. belum permah menjabat sebagai Bupati ataw Wakil Bupat selama 2
{dua) kali masa jabatan;

rn. belum pernah menjabat sebagai Bupati Kulon Progoe untuk Calon
Walkil Bupati

o. berhenti dari jabatannya bagi Bupati atan Wakil Bupad jika sedang
menjabat Bupati atan Waldl Bupali di daerah lain sejak ditctapkan
sebagal calon;

p. tdak berstatus sebagai penjabat Bupati;

q. menyatakan secara teriulis penpunduran dii sebagai Anggota
Anggota DPR, Anggota DPD, Anggola DPRD sejak  ditetapkan
sehagal celon peserta pemilihan;

r. menyatakan sccars tertulis pengunduran dini sebagai Anggota
Tentara MNasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
dan Pegaweal Negeri Sipil scrta Kepala Desa atau sebutan lain zcjak
ditetapkan scbagai calon peserta pemilihan; dan

2. berhenti dan jabatan pada badan usaha milik negara atau badan
usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon,

Pasal 145

FPasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walil

Bupati wajib menvampaian kelengkapan dokumen persyaratan

pencalonannya.

Drokumen persyaratan sebagaimane dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. surat permyalasn, yang dibuat dan ditandatangam oleh calon
sendiri, sebagai buktl pemenuhan syarat calon sebagaimanea
dimaksud dalam Pasal 144 horod &, buraf b, hboraf £, hoaraf m,
hured o, huruf o, hural p, humal ¢, huraf r, dan ot s;

b. surat keterangats:

1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, tehani, dan
bebas penyalahgunaan narkotika dar tim yang terdin dasd
dokter, shli psikologi, dan Badan Narkobhlka Nasional, yang
ditetapkan oleh DPRD sebagai bukli pemenuhan syaral calon
sebagaimana dimalsud dalam Pasal 144 hyrmt e;
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tidalt pernah =ebagai terpidana berdasarken  putusan
pengadilan yvang telah memperoleh keknatan hukum tetap darl
Pengadilan Negeri yang wilayah hulumnya meliputi tempat
tnggal calon atan bagi mantan terpidana telah secara terbula
dan jujur mengemukaksn kepada publik hahwa vang
hersanglitan mantan terpidana deri pemimpin redaksi media
massa lokal atau nasional dengan disertan bukbinya, sebapai
bulth pemenvhan syarat calon sebagaimans dimaksnd dalam
Pasal 144 hurad {;

tidak sedang dicabut hak pilihoye bDerdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekmatan bukiim tetap dari
Pengadilan Megeri yvang wilayah huolumnya meliputi tempat
tinggal calon, sebagai bukb pemenuhan  ayarat  calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huraf g;

tidak pernah melalbukan perbuatan tercela yang dibuktilan
dengan swrat keterangan catatan kepolisian, sebagal bulkti
pemnetndhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal
144 haral h;

tidak sedane memililki tangmingan utang sécara perscOrangan
dan/atan secara badan hikum vang menjadi tangounglawabnya
vahg merugkan kevangan negara, dari Pengadilan Negeri yang
wilayah hulumnva meliputl tempat tnggal calon, acbagai bukti
pemenuhan syarat calon scbagaimana dimaksud dalam Pasal
144 huraf]; dan

. tidalk dinyatakan pailtt dard Pongadilan Negen vane wilayah

hukumnya meliputi tempattinggal  calon, sebagan  bulktl
pemenuhan svarat calon ssbagaimana dimaksud dalamPasal
144 hurf k.

sirat tanda terima laporan kekayvaan calon dari instansl vang

berwenong menieriksa laporan kekayasn pengelengesara nepars,
sebagat bkt pemenuhan syarat calom sebagaimana dimalesud

dalam Passl 144 humaf i;
Totakopi:

1.

1jazah pendidikan terakhir paling rcndah sckeolah lanjutan
tingkat afas atau sederajat yang telah dilegulisir oleh prthale yang
berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana
dimalksud dalam Pasal 144 hurf
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2. kartu nomer pekok wajib pajak atas nama calon, tanda terima
penvampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan
wajib pajak orang pribadi alas nama calon,uniuk mass 5 (lima)
tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak
mempunyal tunggakan pajak dart kantor pelayanan pajak
tempat calon yang bersangkutarn lerdaftar, sebagai  bult
pemnenihan syarat calon sebagaimaria dimaksud dalam Pasal
144 hurafll;

3. Karte Tanda Penduduk elekironik dengan nomor induk
kependudulkan.

. daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh
calon perscorangan dan bagi cafon yang diusullkan dari Partai
Politik atau gabungan Partas Polik ditandatangami oleh calon,
Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan gabungan Partai Politik:

f. pas foto terbaru pasangsn Calon Bupati dan Calon Walil Bupati
atau Calon Wakil Pupat;

g- mnaskah wisi, misi, dan program pasangan Calon Bupati dan Walkil
Bupati atan Calon Walal Bupati, dan

h. SBurat Keterangan  persetujusn  pengusulan  calon  vang
ditandatangani oleh Pimpinan parpol atau  gabungan  parpol
penguaung tingkat daerah.

Bagian Ketiga
Panitia Pemilihan

Pasal 146
Dalam rangks pelaksansan pemilihan Bupati dapn Wakil Bupati
sebagaimana dimaksud dalam pasal 144 ayat (1) atau pemilihan Wakil
Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 144 ayat | 1), Fimpinan
DPED membentuk Panilia Pemilihan,
Panitta Pemilthan dibentuk dalam rapst paripurna atas usul Anggota
DFRLT melalui Fraksi-Fraksi DERD.
Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
Paniia Pemilihan scbagaimena dimaksud pada ayat (1) sebanyal-
banFakaya berjunmlah 15 ( lima belas ) arang terdin dari Anggota DPRD,
dengan strukbur organisasi terdin dar
8. seorang Ketna merangkap Angeoly;
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b. seorang Wakil Ketua mersngkep Anggota;

¢, eeorang Bekretaris memnghap Auggota; dan

d. paling banyak 12 {dua belas) orang Anggora.

Panitia pemilihan bersifat tidak tetap dan tidak memthak.
Masa ketugasan panitia pemnilihan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 147

Panitia Petnilihan mempunyal tugas dan wewenang:

B,
k.

Rl w
r

(1}

melaksanelkan rapat-rapat paniba pemilihan,

menyusun dan mengusulkan tata tertib pemilihan untuk ditetapkan
menjadi keputusan Pimpinan DPRD,

mepyusun dan mengusulkan jadwal yang terdini dard Hari, tanggal, dan
jam pelaksanaan pemiliban kepada Badan Musyawarah

menyusun  dan mengusulkan tahapan pemilihan sesual  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

mempersiapkan asegala sesuaty yang diperlukan dalam pelekisanaan
poemilihan dibantu sekretans DPRD.

memberilkkan  penjelasan  pada Rapat Paripurna DFRD tentang
pemyelenggaran pernilihan;

meneliti kelengkapan dekimen-dokuinen porsyaratan Calan Bupat: dan
mlon Wakil Bupati atau Calen Waldl Bupati;

mengusulkan penetapan calon pemilil: pada rapat panpurna DPRDy;
mengusulikan peastapan pazsangan Calon Bupali dan Celon Walkil
Bupad atau Wakil Bupati peserta pemilihan pada rapat paripurna
DPRD;

menyelenggarakan pelakzansan pemungutan suars;

menvelengearalkian pelaksanaan penghitiingen suara;

melaporkan seluruh rangkaian kegiatan pclakssnaan pemiliban dan
hasilnya dalam rapat paripuma DPRD;

membuat  berita acara penelifian dokumen persyaratan Calon, berita
acara pemungutan suarz, dan  borita acara  penghibupgan suara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil BPupati vang ditandea
tangani oleir Panitia Pemilihan dan Salsd,

Eagian Keemmpat
Perlengkapan Pernilihan

Pazal 14&
Jemig perlenelapan pemungutan suara terdin atas:
a. kotal suarg;
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b. surat suara;

bilik pemunglitan $1818;

alat untuk mencoblos;

papan penghibingan suara, dan

petlenglapan administrasi g€ -kurangnya melipiati:

ooeomp

presensi, plano papan penghitungan, den berita acara.
Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna, dan spesifikazi teknis
perlengkapan pemurngutan suara ditetaplan cleh Panitia Pemilihan.
Pengadaan perlenglkapan pemungsutan suara schagaimana dimalksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Seckretariat DPRD sesuai dengan
Lketentyiian peratursn: perundang-undangan.
Perlengkapan pemungitan stare sebagaimana dimaksud padea ayat (1)
harus sudah diterima Panitia Pemilihan paling lambat 1 {satu} Hari
sebeham Hari/tanggal pemungitan suars,

Paszal 149

Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf a
dibuat dengan bahan kayn yang koat dan tidak mudah pecah.

(1]

f2)

(3]
[

(=}

()

(7)

Pasal 150
Surat suara schagaimana dimakzud dalam Pasal 148 gyat (1) huruf b
memugt nomor urut, naina, dan fote berwmrne pasangan calon atau
calom.
Ulyran surat suara sebesar ukuran keras palimg kecil ukuran amplop
dan paling besar nkuoran A4,
Surat suara dilipat dengan rapi dan dimasukkan di dalam amplop.
Kstentuian mengenai surat suara sebagaimana dimaksud pade avat (1)
diatur lebib Janjut oleh Panitia Pemilihan.
Jumlah surat suvare vang dicetak soma dengan jumlah Pemilih
ditambah dengan 2,50% [dua setcngah persen) dan jumlah Peoulih
scbagal cadangan, vang ditetapkan oleh Paritia Pemilihan.
Panitia Pemilihanmenyiapkats  surat  suara untul pelaksanann
pemungutan sizarg ulang.
Surat suara scbhapaimana dimaksud pada avat [©) diberi tanda

khusnsuntuk pelaksanasn pemungitan suara ulang,
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Pasal 151

Eilil: pemungutan suara sehagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1)

buruf ¢ mernupakan aschuah ruangan dengan akses saty pintu veng dapat
menutup pemilih fepenuhb tingpi badan dan tidak dapat dilihat oleh crang

lzin zerta tidak dapat terekam oleh alat rekam gambar manpun suara.

(1]

(<]

{3

14}
5]

(5]
{¥]
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Bagian Kelima
Tata Cara Pemibihan

Pagal 152
Femilihan Bupati dan waldl Bupati atan wakil Bupati diselenggarakan
dalam rapeat paripuma.
FPemilihan dilaksanalkan dengan pemmngutan auarg  mengeunskan
sSUral suatra,
Pemilih mendapetian wndangan dari Panida Pemilihan melahai
Pitnpinan DPRD,
Pemilibh mengisi daftar hadir di tempat yvaog disedakan,
Dalam memberikan suare, pemilih dipanggil oleh Panitia Pemilihan
berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
Dalarn trernberikan suary, pemilib Udalk boleh mewaldlkan.
Petniih membenkan suara dengan cara mencoblos satm kahh pada
sambar atan phote atay nomor pescria pada surat suara.
Felalsanaan pEmMIIgUtan Sliara dibuatkan berita acara,
ditandatangani oleh ketua Payvatia Pemibhan dan SBaksi.

Bagian Keensin
Tahapan Pemilihan

Paszal 153

Setelal DPRD menerima sutal penginman Calon Bupati dan wakil Bupat
atau wakil Bupati, dilakukan tabapan peoulihan sebagai berika:

a. Tahap [, meliput] kegiatan:

1. pembentukan Panitia Pemilihan.
2. rapat-rapat Paniba Pemilihan.

3. penyusunan jadwal pemilihan.

4. spatalisasi pelaksanaan pemiithan,
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b. Tahap I, meliputi kegiatan:
1. werifikasi persyaratan Calon Bupatr dan wakil Bupati atau waldl
Bupati.
2. rapat paripurna penetapan calon peserla pemilihan,
3. rapat parpurna penyeainpaian visi dan misi.
c. Tahap III, meliputi kegiatan:
I. rapal panpurma pemungiian Sard,
2, penghitungan syara,
3. rapat panpurna pengumumar penetapan Calon terpilih.

Pazal 154
Pelaksanaan rapat pariparna pemiliban Bupat dan wakil Bupati atau wakil
Bupati dilaksanalkan di gedung DPRED.

Baglan Ketujuh
FPenyampaaan Visl dan Misi

Pasul 155

{1) Sebelum dilekmalean pemilinan olek DPRD, Calon Bupati dan Calon waldl
Bupati atau Calen Wakil Bupati vang sudah  ditelapkan  wajib
menvampaikan vist dan misinya dalam rapsat paripurna.

(2} Pada saat penyampeaisn visi dan misi, Anggota DPRD  dapal
menyampailkan pertanyaai.

(3] Teknis pelaksanaan penyampaizn Visi dan Misi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinen DPRD.

Bagian Kedelapan
Kuonim Hapat Panpuarma DPED

Pasal 156
Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pemnilihan Calom Bupati dan Wakil
Bupati atau Wakil Bupati memenuhi kuorum apabila dihadid  aoleh
sekurang-lurangmya 3/4 (tiga petr empat) dan jumlah Anggota DPRD.

Pagal 157
(1) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah
Angoota DPRD belum mencapai jumlah yvang ditentukan schagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat {1), Pimpinan rapat membiuka dan
sehallgus menunda rapal paling banyak 2 (dua} kali, masing-masing
paiing lama 1 (zatu] jam.
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{2) Apebila pada akhir wakou penundean rapat sebagaimans dimaksud
pada ayat (1}, jumlah yang ditentukan belum juga tercapai, Pimpinan
rapal menunda Rapat Paripurna paling lama tiga [3) Harl.

(3) Apahila setelah pemundeansebagaimans dimaksud pada ayvat (2),kelum
juga terpenuhi, cara penyclesadannys dizerahkan kepada Pimpinan
LPRELD dan Pimpinan Fraksi,

(4] Sectiap terjadi penundaan rapat sebagammana dimalsod pada ayat (1)
dan ayat {2), dibuat berita acara penundaan yang ditanda wangani olch
Pimpinan rapat

(5] Kehadiran Angeota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat {2] adaleh kehaditan secara administrasi dan fisik.

Pazal 158

Sebelum melaksanakan pemungatan suara, Panitia Pemilihan:

A, membuka kotak suara dan memperbhatkan kepada para pemalih dan
para saksi bahws kotak suprn dalam keadaan kosong selanjutnya
menutap kerabal dan meneuncei;

B, mmenabdatangani syrat suarg yang akan digunakan oleh Pemilib.

Pasal 159

{1} Dalam hal pemilih menerima sUral suara yang ternyata rusak, pemilih
dapal meminta sUvat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan dan
kemudian Panitia Permliban memberiltan surat suara pengganti heoyya
1 {satu) kali.

[2) Apabila terdapat kelkeliruan dalam membenkan suara atan mencoblos,
pemibh  dapat meminta surat suara pengganti kepada Famtia
Pemilihan, kemudian Panitiz Pemilihan membenksn surat suwrs
penggant hanye 1 fsati) kah.

(3} Penentuan wakin dimulai dan berakhimya pemungutan suara
ditentulkan oleh Panitia Pemilihan.

4] Pada saat pemungutan suare dilsksanakan, para Calon yang Berhals
Dipilih wanb berada ditempat yang discdialkan oleh Paniha Pemilihan,

iS5} Dalam hal Calon vang Berhak Dipilih berhalangan hadir, wajib
mendapatkan izin tertulis deri Paniga Pemilihen berdasarkan alssan
vang dapat dipertanggungjawablan,
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Paszal 150

Surat puara untuk Pemilihan dinyatakan sah jika:

a.

b
o,
d

(1)

(2]

3]
)
5]

(5
{7]

]

menggunakan surat suara vang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan.
terdapat tanda tangan Ketua Panita Pemilihan;

tidlak: terdapat tambahan tubsan alad lands;

surat suara dicoblos satu kali pada nomoer arut, foto, atau nama salah
satu Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calen Wakil Bupati dalam

BUrat suara;
tidak Tusak dan/atau berubah bentuk; dan

dicoblos mengminakan alat vang disediakan oleh Panitia Pemiliban.

Bagian Kesembilan
Penghitungan suara

Pazal 1651
Penghitungan suara dilalknlean oleh Panitia Pemilihan pada Hari dan
tanggal pemungutan suara setelah permungutan suars berakhir,
Sebelum petnghitungan suara dimulai, Panitia Pemiliban menghitung:
a. jumlah Pemilib yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar
Pemilib;
. jumlah surat suara vang tidek terpakai; dan
c. Jjumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemibhh karena rusak
atau keliru ditandai.
Pengounean surat suars cadangan wajik dibhuatkan berita acara vang
ditandatangani ¢leh Ketua Panitia Pemilihan dan saksi calon.
Penghitungan suara dilakiken sampai dengan selesan oleh Panitia
Pemilihan dan dihadin oleh saksi calon.
Saksi calon hams membawa surat mandat dar czlon  yvane
bersangkutan dan menysrahkonnya kepada Ketua Panitia Perndlihan,
Penghitungan suara dilalbukan dengan cara yang memunpkinlean sales)
ralon yane hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan
SLUATH.
Dalam hal terdapat proses penghitungan suara yang tGdak sesuai
dengan ketentugn, saksi calon yeng hadiv dapal mengajukan keberatan
kepada Panita Pemiliban.
Dalam hal keberatan vang diajukan oleh saksi calon scbagaimana
dimaksud pada ayat (7) dapat diterimma, Panitia Pemilihan seketika it
juga mengadaksn pembetular:.
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Setelah selesal penghitungan suara, Panitia Pemilihan membuat berits
acara dan sertifikal basi! penghitungan suara vang ditandatangani oleh
Ketua Panitia Pemilihan dan dapat ditandatangani oleh saksi calon.

Bagmun Kescpuluh
Hak Anggota DPRD Dalam Pemniliban

Pasal 162
Pimpinan dan Anggola DFRD berhak ninmik memilih dan dipilih dajam
pemilihan Cglon Bupati dan Calon wakil Bupati atau Calon Wakil
Bupati sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Pimpiitan dan Anggota DPRD yang scdang diberhentilran sementsara
tidak berhak untulk memilih dan dipilih dalam pemiiihan Calon Bupati
dan Calon wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati.
Daftar Pemililh dibuat oleh Panitia Pemitihan dengan persetujuan
Fimpinan PRI

Bagian Kezebelas
Saksi

Pazal 163
Sctiap pasangan Calon Bupat dan Calon waldl Bupati etau Calon
Waldl Bupati menyediakan scorang saksi.
Saksi berasal dari Anggota DPRD dalam satu partai politik,
Saksi harus dapat melihat dan mendenpar dengan jelas.
Balai calan schagaimana dimaksud pads ayat (1) harus menyerahlan
mandat tertulia dari Calon Bupad dan Calon waitil Bupati atau Calon
Walzl Bupatl.

Bagian Kedua belas
Penetapan Calon terpilif

Pasaol 164
Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil
Bupati yang mempercleh suara lerbanyak dalam pemubngutan stara
ditctapkan sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupat atau Wakil
Buparti terpilitz.
Fenetapan pagsangan Bupati dan Wekil Bupali atau Wakil Bupati

terpilih dilaksanakan dalam rapat pariptima.
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Penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati atau Walal Bupati
terpilih ehtuanglan dalzn Keputusan DPRD.

Bagian Ketiga belas
Permangutan Suara Ulang

Pasal 165
Perrmmgutan suara  divdang jika dalam  penghitungan  suara
menghasilkan  jumlah suara yang sama uniak  masiiR-mesing
pasangan caloi Bupati dan Walkil Bupati atau Waldl Bupati
Jika dari penghifungan suara pada pemunglian svara ulang masih
tegjadi kesamaan jumlah suara, maka dilakulkan pemungutan suara
lag sampai diperoleh jumlah suara terbanyak.
Pelaksanagn permungutan snara dilaksanakan pada Han yang ssma
denpan permunputan suara schelumnya,

Bapian Keempat belas
Pengesalian Penganghkatan

Pasal 166

Pengesahan penganplkatan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati atau
Walkil Bupat: terpilih dilalban berdasarkan penetapan calon terpilih
oleh Panibia Pemiliban yang dissinpaikan oleh DPFRD kepada Menten
melalui Gubermar,

Pengesahan pengangkalan pasangan Bupad dan Wakil Bupat atau
Wakil Bupati terpilih dilakukan oleh Menteri dalam wealkiu paling lamsa
14 [empat belas) Hari terhitang sejak tanggal usul dan berkas diterims
asecara lengkap.

Bagian Kelima belas
Pelantikaen

Pasal 157
Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebelum memanghkn
fabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janj yang dipandy
olch pejabat vang melantlk.
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=umpah fjanji Bupati dan Wakil Bupati ateu Wakil Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalal sebagasi berilout:

‘Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/lerjanji skan memenuhi
kewajibun saya sebagai Bupati dan Waldl Bupati atau Wakil Bupati
dengan sebaik-beiknys dan seadil-adilnya, memepang teguh Undang-
Undang Dasar MNegara Republik Indomesia Tabun 1945 dan
menjalankan sepala Undang-Undang dan peraturannya  dengen
selirus-luruanya, serta berbakti kepada masyaralkat, nusa, dan
bangsa "

Faszal 168

Bupat dan Walal Bupati atev Wakil Bupati dilantilk aleh Gubernur di
ibu kota Provings.

Dalam hal Gubernur berhalangarn, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati
atatl Wakil Bupat dilakukan oleh Walkil Gubermar,

Dalam hai Gubernur danfatan Wakil Gubernur tidak dapeat
melaksanakan sehagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1] dan
ayat (2], Menteri mengambil alih kewenangan Gubernur sebagai wakil
Pernerintah Pusal.

Bagian Keetiam Bclas
Femberhentian Bupati dan Waldl Bupati

Pasai 169
Pimpinan DPRD menyampaikan pengumuman akhir masa jabatan
kepada Bupati dan Walkil Bupati sclambat-lambatnya 3 [tiga) bulan
scbelum masa jabatan berakchir,
Pengumuman  Pemberhentian  Bupati  danfataun  Walkil Bupati
disampaikan dalam rapat paripuma dengan  agenda tunggal
Fengumuman akhir masza jabalan.
Untuk pemberhentian Bupati dan/atau Walkil Bupati aebelum althir
masa jabatan, maks mengacu pada perundang-undangan tenlang
pemerintahan daerat.
Bapat paripuma sebagaimana yang dimabksud ayat (2) paling sedikir
dihadirf oleh 50 % (lima puluh per seratus) dari Angmota DPRD.
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Bagian Ketujuh belas
Larangan dan Sanksi

Pasal 170
(1) Selamz pemilihan berlangsung, Panitia Pemilihan dilarang membuat
keputusan danjfatau tindakan yvang menpuntunglkan atay merugikan
satah satu Calon vang Berhak Dipilih,
{2) Dalamm hal Panitia Pemilihan terbukti melakukan larangan
schagaimana dimaksud pada ayat {1) maka dikerikan sanksi sesuai
ketentuan yvang berlalng.

Pazal 171

(1} Calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati dilarang
menjanjikan, memberikan  uwang < dan/fatau barang  untuk
mempengaruhi keterpilibannya.

{2) Calon Bupati dan wakil Bupati: atau calon waldl Bupati dilarang
mengundurkan dint segjak ditetaplian sebagai pasangan calon atan
calon.

(3] Calom Bupati dan wakil Pupalil abaa calon wakil Bupsti yvang
mengundurkan diri sejalt ditetapkan sebagal pasangsn calon atau
calon dikenalan sanksi sesual ketentuan peraturan  perundang-
undanean.

Pasal 172
Aduan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 171 avat
{1l disampatkan aleh Calen yang Berhek Dipilih kepada pihak
berwajil/penyidik dan tidak mempengaruhi proses/ pemungutan suara.

Pa=zal 173

1) Anggota masyarakat sccara persecrangah atau secara berkelompok
dilarang menggangeu  ketentersman, keamanan, dan  ketertiban
pclaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupatl, aten Wekil Bupari,

(Z) Anggota masyaralfat secara perscorangan atau secara berlelompok
dilarang merencanakan kegiatan dalam  bentuk apapun  untuk
menggagelkan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau
Walal Bupat.
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Bapgian Kedelapan belas

Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan

FPasal 174
Panitia Pemilihan menyediakan petugas ketentraman, ketertthan dan
keamarnarn.
Dalatn  hal terjadi pelanggaran  ketenteraman, ketertiban, dan
keamanan dalam  pelaksanaan pemungutan suara oleh Anggota
maesvarakat atae pihal-pihak  fertentu, petugas Eetentersunan,
ketertiban, dan keamanan melalukan penanganan sesuss prosedur
vang telah ditetaploan.
Dalam hal Anggota masyarakat danfaten pihak-pihak tertenta tdak
mematuhi penanganan vang dilalukan oleh petugas ketenteraman,
leteetiban, dan keamanan maka yang bersangkutan discrahkan
kepada petugas Kepolisian NMegara Republik [ndoneeia.

BAR XIII
KODE ETIK

Pagzal 175
DPRED menyusun Kode Etik vang wajib dipatuhi olch setiap Anggots
DPRD =elama menjalankan tugssnya uniuk menjaga martabat,
kehormatan, citre, dan kredibilitas DPRD.
Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud pada
avat [1] paling sedilat memual kelentuat:
ketaatan dalam melaksanakan sumpah fjangi;
sikap dan perilaku Anganta DPRD,
tata kerja Angpota DFRP,;
tata hubungan antar penyelenggara pemcrintahan daerah;
tata hubungan antar Anggota DFRD;
tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak Lun;
penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
kewajiban Anggota DPRD;
larangan bagi Angeota DPRD;
j. hal-hal yang tidak patut ditalmikan oleh Anggota DPRD;
k. sanksidan mekamisme pengatuhan sanksi; dan
1. rehabelitasa.
Ketentuan mengenal Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayatl (2]
diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Ek.

SECIE I

=
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BAB X1V
KONSULTASI

Pasal 175G
{1} DPFRD dapat meclakukan konsultasi kepada satuen pemerintabwn
secara berjenjang.
{2) Konsultasi schagaimana dimaksud pada syat (1) diselenggaralkan
untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Pasgal 177
DPRD mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib
DPRD kepada OCubermur sebagai wakil Pemernntah Pusat sebelom
ditetaplan,

BAB XV
PELAYANAN ATAS PENGADUAN [DAN
ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 178

{1} .Jaringan aspirasi masyaraket merupakan kegiatan Anggote DPRD
secara perseorangan dapat bertemnu dengen masyarakat dalam bentuk
rapat dengar perrdapat wnam, sosialisasi dan evaleasi.

[2) Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPED, Anggota DPRD atau Fraksi
di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti
pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan
wewenang DPRD.

{3} Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di
DPRD dapai menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarelat
sesual Kewenanganiyya,

(4] Anggota DPRD dapat menindaklamuti pengaduan dan  aspirasi
masyarakat kepads Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DFRD yang
terkait, atau Fraksi,

(5} Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspivasi masyarabat dapat
ditindaklanjuii dengan:

g. rapat dengar pendapat umum;

b, rapat dengar pendapat;

. kunjungan kerja; atau

d. rapat kerja Alat Kelenglapan DPRD dengan mitra kerja.

{6) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilabksanaken
sesual dengan ketentian peraturan perundang-undangan.
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BAB XVI
POROE-POECGE PIKIRAN DPEL

Pagal 172
Fokok-polok pikiran DPFRD scbagaimana dimalsud delam Pasal 55
huruf & merupakan daftar permasalahan pembangunan Daerah yang
diperoleh berdasarltan risaleh rapat dengar pendapat, dan/atau rapat
hasil penyerapan aspirast masyarokat melalu reses,
Polink-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada awyat (1],
diselaraskan dengan sasaran dan Prorilas pembanginan  sera
ketersediaan kapasitas riil anggaran.
Proses penyusunan Pokok-pokek pikiran DPED dimmusken melatad
tahapan sebagai berikout:
k. Pelakranaan roscs;
c. Rapat paripnma penyampaian laporan reses,
d. Pimpinan menyerahkan hesil reses kepada lomisi untuk dibahas
sehbagal bahan pokok-pokok pikiran DPRI),
e. Komisi menyerahkan hasil pcmbahasan kepada Badan Anggaran
melalut rapat konsultasi Fimpinan;
[. Badan Anpgaran membalas materi pokek-pokok plkiran;
¥. PRapat patipuma penetapen pokol-pokok pikiran.
Pokali-polkiok pikiren DPRD ditetapkan dengan kepuimsan DPRD paling
lambat pada minggu pertama bulan Februan sebelum labun angparan
berjalan, melalul rapat panpurna.

BAB XVII
EENCANA KERJA DFRED

Pasal 180
Rencana kerja DPRIY disusun berdasarkan usulan rencana kerja Alag
Eelengkapan DPRE kepada Pimpinan DPRD,
Rericana kerja DPRD dalam bentuk propgram dan daftay kegiatan.
Pimpinan DPRD menyarmpaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris
DPED unituk dilakukan penyelarasan.
Hasll penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpnan
DFRD untiak dibuhas dan ditctapkan dalam rapat paripurna.
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Rencang kerja DPRD yang telah ditctapkan dalam rapat paripurna
menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dolumen
rencang dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tehun
bBerilautnya.

Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September
tahun berjalan.

Pazal 181

Alat Eelengkapan DPRD menyampailan hasil pelaksanaan rencana
keria dalam rapat paripurne setiap akhir tahun.,

Pimpinan DPFRD mempublikasikan ringkasan hasil pelalksanaan
rencand kerja kepada masyaralkat paling sedilat setabmn sekali,

BAB XVIII
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIEKSAAN BPEK

Pasal 182
DPFRD berhak mensnma laporan hasil pemeniksaan BPE.
DPRD meminta pemermtab daerab vniek memndaklanjull laporan
hasil pemeriksasn BPE sebagaimans dimaksud pada avat [1).
DPRD dapat meminta laporan pelaksanaan tindak lamgut hasl
pemeriksaan BPK dari Pemermtah Daerah sehagaimana dimalsud
pada ayat (2).

Paszal 133
DPFRD meminta kepada BEPK Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterima
sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 182 avat (1) setelah
dikonfirmagilan kepada Peranglal Daerah.
Dalam hal BPK belum wmelakukan konfirmasi atas Laporan Hasil
Pemeriksaan scebagaimena dimeksnd pada ayat (1) DPRD dapat
mendorong agar BPK melakukan konfirmasi kepada Perangkat Daerzh,

Pazal 134

DPRED melalukan pembabasan  atas laporan hasil pemeriksaan BPE
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) dalam repet Panitia

Yhasas.
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Pasal 182

Pembahasan laporan hasil pemeriksaan BPEK dilaksanakan demgan tahap
sebagal bernkut:

H.

(1)

[2)

pembahasan ataz lapotran hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DFRD
paling lambat 2 {dua) minggu sectelah menerima  laporan  hasil
pemeriksaoan BPE;

pembahasan oleh DPRD diselesaikan sesual jadwal yang ditelaphkan
dalam Badan Musyawarah;

. dalam pelaksanasn pembahasan, DPRO dapat melakukan konsultasi

dengan BPE;

P'lmpinan DPRD dapat mengagendakan dalam pembahesan Sidang

Paripurna DPRLD;

laporan hasil pembahasan schagaimana dimaksud pada humf d, dapat

bernisl usulan:

1} meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas
laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan
atas aspek lertentn dan/ateu temuan di satuan kerja tertentu yang
tertuang dalam laperan hasil pemetiksaan BPK; dan

2] meminta BPK untuk melalmbkan pemetiksaan lanfatan, delam hal

menemukan aspck-aspek tertento danfatan temuan i satuan kerja
tertentu yang tertuang daiam laporan hasil pemenksasn BPE yang
memerlukan pendalaman lebih lanpat.

BAB XX
KERJA SAMA DPED

Pasal LRG
Uniuk peringkatan Kapasitas dan lualitas lembaga serta peningkatan
fungai lembaga, DPRD dapat bekerja. sama dengan sesama DFED atau
lembaga lain dalam bidang tertenn:,
Kera sama DPRD asebagaimana dimnaksud  pada ayet (1) dapar
difakukan melahd kepiatan studi  referensi, workshop, bimbingan

tekknis, seminar, kajian materi.

BAB XX
SEKRETARIAT DPRL

Pasal 187

(1} Untuk mendukung kelancarsan pelaksanaan tugss dan wewconang

DPRED, dibentuk Seletanat DPRD,



T

{2} Susunan organisasi dan tata kerja Sckretariat DPRD ditetapkan dalam

Perda.

(3} Sekretariat DPRD sebagaimana dipimpin oleh secrang Bekretaris DPRD
yvang diengkat dan diberhentiban dengan Eeputusan Bupatl atas
perseliguan Pimpinan DPRD.

Paxzal 133

Dalam melalcsanakan tugas, Sekretariat DPRD dapat bekerja sama dan
berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD lain dan dengan lembaga yang
berkompeten dalam bidang lertentu.

BAB XXI
EETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 1849
{1) Anggota DPRD vang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih
dabhulu mendapatkan izin dari Menter.
(2} Tata cara pemberian izin sebageimana dimalksud pada avat (1)
dilakaanakan =esual dengan  ketentuan  peraturan perundang-
Undangan.

Pasal 190
Sekretariz= DPRD wajib melaporkan  kepada Gubemur schagad  wakil
Pemeriniah Pusat melalui Bupati status hukum Anggota DPRD yang terlibat
dalam ka=us tindak pidana dengan tembusan disampeailoan kepads Menterd.

BAB XXKII
KETENTUAN PENUTLIP

Pazal 191

Perafuran Dewun Perwalalan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Tata Tertib {Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 20182 Nomaor 67)
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan
Perwalalan Rakyat Daerah Nomor 1| Tahun 2022 tentang Perubahen EKeduos
Atas Peraturan Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019
tentang Tata Tertib (Berita Dacrah Kabupaten Hulon Progo Tahuir 2022
Nomer 5) dicabut dan dinyatakan ddak beriakr.
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Pasal 192
Peraturan DPRD ini mulai berlaloa sejak tanggal dinndangkan.

Agar setiap orang mengeotahuinya, memenntahkan penpgundangsn Peraturan
DPFRD mi dengan penempatannya dadam Berita Daerabs Kabupaten Kulon

Progo,
Ditctapkan di Wates
pada tangzal 30 dickober a2k
KETUA
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH
.;.1'.-'L_- N
o ' :
i
Diandangloan di Wates St :

pada tangeal 5% Jktober 202k
SEKRETARI3 DAERAH
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